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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN

Pendaftaran Caketum 
PSSI Sulteng Resmi 

Dibuka 

Tawarkan Investasi 
Perikanan Rp150 
Miliar ke Rusia 

DKP PARIGI MOUTONG

SULTENG RAYA – Di balik upaya menja-
ga aktivitas nelayan tetap berjalan, Dinas 

Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten 
Parigi Moutong mengakui menerbitkan 

barcode untuk akses Bahan Bakar Minyak 
(BBM) bersubsidi bagi kapal perikanan 

meski sebagian dokumen adminis-
trasinya telah kedaluwarsa.
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Akui Terbitkan Barcode
dengan Dokumen Kedaluwarsa
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OPERASI AMAN TINOMBALA 2026 Pemkab Morut Catat Investasi 
Triwulan III Rp278,24 Miliar

KADIN SULTENG

DKP berdalih, kebijakan 
itu diambil agar kapal tetap 
bisa melaut dan Anak Buah 
Kapal (ABK) tidak kehi-
langan mata pencaharian. 
Namun, penerbitan barcode 
di tengah belum lengkapnya 
persyaratan administrasi 
itu memunculkan pertan-
yaan mengenai kepatuhan 
terhadap ketentuan yang 
berlaku.

Sekretaris DKP Parigi 
Moutong, I Made Kornelius 

Admaja, mengatakan 
kapal-kapal tersebut 

sebelumnya telah 
memiliki dokumen 
per iz inan .  Per -
soalannya, sebagi-

an dokumen tidak lagi aktif 
karena belum diperpanjang 
oleh pemilik kapal.

“Jadi tetap diterbitkan, 
tapi dengan catatan segera 
melengkapi,” kata Korne-
lius kepada sejumlah me-
dia seusai mengikuti Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) 
di DPRD Parigi Moutong, 
Senin (26/10/2026).

Ia menjelaskan, pihak-
nya telah memanggil pemi-
lik kapal dan memberikan 
waktu sekitar tiga bulan 
untuk memperbarui do-
kumen yang kedaluwarsa. 
Namun, hingga kini proses 
pengurusan tersebut belum 
sepenuhnya tuntas.

DKP berencana kembali 
memanggil para pemilik 
kapal untuk mengevaluasi 
kelengkapan administrasi 
sekaligus membahas tindak 
lanjut yang perlu dilakukan.

Kornelius mengatakan, 
kebijakan tersebut juga 
mempertimbangkan na-
sib pekerja yang menggan-
tungkan penghasilan dari 
aktivitas penangkapan ikan. 
Menurut dia, satu kapal 
rata-rata mempekerjakan 
sedikitnya 30 ABK.

Penghentian aktivitas 
kapal, lanjutnya, dikhawa-
tirkan berdampak langsung 

SUASANA RDP di gedung DPRD Parigi Moutong, Senin (26/10/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA - Kamar Dagang dan Industri 
(Kadin) Sulawesi Tengah (Sulteng) menawarkan 
peluang investasi di sektor perikanan senilai sekitar 
Rp150 miliar kepada Pemerintah Federasi Rusia.

“Salah satu tawaran yang kami sampaikan adalah 
investasi di bidang perikanan, dengan nilai sekitar 
Rp150 miliar,” kata Ketua Kadin Sulteng Gufran 
Ahmad, di Palu, Senin.

Dia menjelaskan tawaran itu disampaikan kepada 
Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Sergei 
Gennadievich Tolchenov dalam kunjungannya di 
Palu, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, tawaran tersebut masih dalam 
tahap penjajakan dan belum menjadi kesepakatan 
investasi yang mengikat. Pihak Rusia masih mem-
pelajari skema yang diajukan, sementara Kadin 
akan melanjutkan komunikasi untuk membahas 
kemungkinan realisasi kerja sama.

Dalam kunjungan itu, kata dia lagi, Duta Besar 
Rusia turut membawa perwakilan dua perusahaan 
milik negara yang menyampaikan ketertarikan 
untuk menjajaki kerja sama dengan pengusaha 
di Sulteng.

Sejumlah sektor yang 
dibicarakan mencakup 
biologi, transportasi, 
dan pembangkit lis-

Baca AKUI Hal. 7

Baca TAWARKAN Hal. 7

Polres Parigi Moutong 
Siagakan 914 Personel 

S U L T E N G  R A Y A  - 
Pemerintah Kabupaten 
Morowali Utara (Morut) 
mencatat realisasi inves-
tasi pada triwulan III 2026 
mencapai Rp278,24 miliar 
atau berada di peringkat 
ketiga capaian investasi 
tertinggi di Sulawesi Ten-

gah.
“Sementara, total aku-

mulasi investasi dari tri-
wulan I hingga  III 2026 
telah menembus Rp1,34 
triliun atau 44 persen dari 
target tahunan Rp3,02 trili-
un,” kata Bupati Morowali 
Utara Delis J Hehi di Ko-

lonodale, Sulteng, Selasa.
Ia mengemukakan pen-

capaian itu menjadikan 
Morowali Utara sebagai 
salah satu motor peng-
gerak utama ekonomi di 
Provinsi Sulawesi Tengah.

Kondisi tersebut salah 
satunya dipengaruhi ting-

INFOGRAFIS realisasi investasi triwulan III 2026 Kabupaten Morowali Utara. FOTO:  ANTARA/HO-DPMPTSPM MORUT

kat kepercayaan investor, 
tercermin dari struktur 
permodalan yang sangat 
berimbang antara penana-
man modal asing (PMA) 
senilai Rp140,47 miliar 

atau 50,5 persen dan pena-
naman modal dalam nege-
ri (PMDN) senilai Rp137,77 
miliar atau 49,5 persen.

Plt Wakil Ketua Umum Asprov PSSI Sulteng Rachmansyah Is-
mail (Tengah), Plt Sekretaris Umum, Samsurijal Labatjo (kanan) 
dan Plt Komite Pertandingan Ismail Pangeran (Kiri). FOTO: IST

APEL gelar pasukan dalam rangka Operasi Aman Tinom-
bala 2026 di halaman Mako Polres Parigi Moutong, Selasa 
(27/10/2026). FOTO: HUMAS POLRES PARIGI MOUTONG

KPU Parmout Koordinasi Pemutakhiran
Data Parpol di Kantor Demokrat 

KUNJUNGAN komisioner KPU Parigi Moutong di kantor DPC Partai Demokrat, Selasa (27/10/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA — Panitia Komite Pemilihan 
(KP) Asosiasi Provinsi Persatuan Sepakbola Seluruh 
Indonesia (Asprov PSSI) Sulawesi Tengah resmi 
mengumumkan pendaftaran Bakal Calon (Balon) 
Ketua Umum periode 2026–2030. Proses pendafta-
ran dibuka selama dua hari, yakni pada 29 hingga 
30 Oktober 2026.

Pendaftaran ini terbuka lebar bagi seluruh insan 
dan tokoh sepak bola yang ingin memimpin perbai-
kan iklim lapangan hijau di Bumi Tadulako.

Sesuai Statuta PSSI dan aturan pemilihan daerah, 
setiap bakal calon wajib memenuhi sederet kriteria 
umum, di antaranya Berusia minimal 28 tahun. Ke-
mudian, berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), 
membuktikan kepemilikan KTP, serta aktif atau 
berdomisili di wilayah Sulawesi Tengah.

Untuk Pengalaman Sepak Bola, wajib memiliki 
rekam jejak pengalaman minimal 3 tahun aktif 
dalam koridor atau kepengurusan sepak bola di 
Sulawesi Tengah. Selanjutnya, tidak pernah men-

SULTENG RAYA – Men-
jelang  tahapan Pemilihan 
Umum (Pemilu) 2029, pe-
mutakhiran data partai 
politik menjadi salah satu 
hal penting yang perlu 
mendapat perhatian.

Keakuratan data ke-
pengurusan, keanggotaan 
hingga domisili kantor par-
tai menjadi bagian dari 
kesiapan administrasi yang 
harus dipastikan sejak dini.

Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten Pari-
gi Moutong melakukan 
kunjungan koordinasi ke 
Sekretariat Dewan Pim-
pinan Cabang (DPC) Par-
tai Demokrat Kabupaten 
Parigi Moutong, Selasa 
(27/10/2026). 

Kunjungan tersebut me-
rupakan bagian dari agenda 
Pemutakhiran Data Partai 
Politik Berkelanjutan.

Baca POLRES Hal. 7

SULTENG RAYA – Polres Parigi Moutong 
menggelar apel gelar pasukan dan pemberangkatan 
personel Operasi Aman Tinombala 2026 untuk men-
gantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 
wilayah Sulawesi Tengah. Sebanyak 914 personel 
disiagakan dalam operasi yang berlangsung selama 
65 hari, mulai 28 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Apel yang digelar di halaman Markas Komando 
(Mako) Polres Parigi Moutong, Selasa (27/10/2026), 
pukul 08.00 WITA, dipimpin Wakapolres Parigi 
Moutong, Kompol Henry Burhanuddin, serta 
dihadiri perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah (Forkopimda), personel TNI, pejabat utama 
Polres, dan instansi terkait.

Dalam amanat Kapolda Sulawesi Tengah yang 
dibacakan Wakapolres, disebutkan bahwa 914 
personel tersebut terdiri atas 164 personel Satgas 
Polda Sulawesi Tengah dan 750 personel Satgas 
Polres jajaran.

GUFRAN AHMAD
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SULTENG RAYA — Guna men-
cegah terjadinya kebakaran hutan 
dan lahan (Karhutla) di musim 
kemarau sekaligus memelihara 
situasi Kamtibmas yang kondusif, 
Polsek Ampana Tete menggelar 
patroli dialogis di Desa Pusungi, 
Kecamatan Ampana Tete, Selasa 
(27/10/2026).

Patroli tersebut merupakan ba-
gian dari implementasi Program 
Prioritas Kapolri 100 hari dengan 
tagline Polisi Bersama Masyarakat 
(PBM).

Patroli mobile dan dialogis ini 
dilaksanakan oleh jajaran personel 
Polsek Ampana Tete, yakni Aiptu 
Sahabudin, Aipda David A. Yusuf, 
dan Bripka Husni B.

Kapolsek Ampana Tete, AKP 
Hartono, menegaskan fokus utama 
kegiatan ini adalah memberikan 
edukasi dan imbauan langsung 
kepada warga, terutama mengenai 
bahaya pembakaran lahan di mu-
sim kemarau.

“Kami mengimbau keras kepada 
seluruh warga masyarakat, khusus-
nya di musim kemarau ini, agar 
tidak membuka atau membersih-
kan lahan dengan cara membakar. 
Langkah ini sangat krusial sebagai 
bentuk antisipasi pencegahan tim-
bulnya bencana karhutla di wilayah 
Ampana Tete,” tegas Hartono.

Lebih lanjut, Hartono menjelas-
kan kehadiran personel kepolisian 
di tengah masyarakat bukan seka-
dar pengawasan rutin, melainkan 
upaya nyata Polri untuk memantau 
situasi keamanan dan menam-
pung keluhan masyarakat secara 
langsung.

“Kegiatan ini dilaksanakan se-
bagai bentuk kehadiran Polri di 
tengah masyarakat guna memantau 
perkembangan situasi Kamtibmas 
serta mengantisipasi berbagai 
potensi gangguan keamanan dan 
ketertiban,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh ele-
men masyarakat untuk saling 
bahu-membahu dalam mengawasi 
lingkungan sekitar agar tetap aman 
dan tertib.

“Kami terus menyampaikan 
imbauan kepada warga agar se-
nantiasa berperan aktif dalam 
menjaga keamanan dan ketertiban 
di lingkungan masing-masing. Jika 
ada potensi gangguan keamanan 
maupun potensi titik api, segera 
laporkan ke pihak kepolisian,” 
tutup Hartono.

Melalui kegiatan ini, Polsek Am-
pana Tete berharap sinergitas antara 
kepolisian dan masyarakat semakin 
kuat demi terciptanya lingkungan 
yang aman, nyaman, serta bebas 
dari ancaman Karhutla. AMR

Kapolsek Ampana 
Tete Larang Warga 

Bakar Lahan 

PERSONEL Polsek Ampana Tete, saat menyampaikan imbauan dan larangan bagi 
warga agar tidak membakar lahan, Selasa (27/10/2026). FOTO: POLSEK AMPANA TETE

SULTENG RAYA - Sebuah mobil 
minibus jenis Toyota Avanza berno-
mor polisi DN 1636 CD terbakar di 
Jalan Trans Sulawesi, Desa Bunga, 
Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten 
Banggai, Selasa (27/10/2026) sekira 
pukul 09.00 Wita.

Mobil yang mengangkut sayur-ma-
yur untuk diperdagangkan di Ampa-
na tersebut terbakar saat melintasi 
jalan menanjak dalam perjalanan dari 
arah Luwuk menuju Ampana.

Menurut Kasat Lantas Polresta 
Banggai, AKP Ade Irvan Rivai 
Kurnia, api diduga berasal dari ba-
gian bawah kendaraan. Pengemudi 
kemudian menghentikan mobil di 

pinggir jalan dan berupaya menye-
lamatkan barang-barang berharga 
yang dibawanya.

Namun, upaya tersebut tidak 
sepenuhnya berhasil. Saat berhenti 
di tanjakan, rem kendaraan diduga 
tidak mampu menahan posisi mobil 
sehingga kendaraan bergerak mund-
ur dan menabrak bukit di pinggir 
jalan.

Sementara itu, api dengan cepat 
menjalar ke bagian kendaraan lain-
nya hingga pengemudi terpaksa me-
ninggalkan mobil dan melaporkan 
kejadian tersebut ke Polsek Luwuk.

“Tidak terdapat korban meninggal 
dunia, luka berat, maupun luka rin-

gan. Sementara itu, kerugian material 
diperkirakan mencapai Rp100 juta,” 
kata Ade Irvan.

Berdasarkan pemeriksaan se-
mentara, kebakaran diduga dipicu 
gangguan arus pendek pada sistem 
kelistrikan kendaraan. “Meski de-
mikian, penyebab pasti kebakaran 
masih memerlukan pemeriksaan 
lebih lanjut,” jelasnya.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, 
personel piket kecelakaan lalu lintas 
Satlantas Polresta Banggai melaku-
kan pengecekan tempat kejadian 
perkara (TKP), mencari identitas 
pengemudi serta berkoordinasi den-
gan Dinas Pemadam Kebakaran. AMR

Minibus Bermuatan 
Sayur, Terbakar 
Saat Menanjak

SULTENG RAYA - Kejati 
Sulteng kembali memberi-
kan edukasi hukum melalui 
program Penerangan Hukum 
(Penkum) kali ini kepada 
mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Tadulako (Untad) 
Palu, Senin (26/10/2026).

Kegiatan diawali den-
gan pembukaan oleh Kasi 
Penkum Kejati Sulteng, 
Muhammad Fikri, SH., MH, 
kemudian dilanjutkan den-
gan pemaparan materi oleh 
Kepala Seksi C pada Bidang 
Tindak Pidana Umum Kejati 
Sulteng. Materi yang diang-
kat bertema “Pengaturan 
Tindak Pidana Korupsi Pas-
ca Lahirnya KUHP Nasional 
Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2023 dan Penera-
pannya.”

Dalam pemaparannya, 
mahasiswa diberikan pe-
mahaman mengenai per-
kembangan pengaturan 
tindak pidana korupsi 
dalam kerangka pembaru-
an hukum pidana nasional, 
termasuk aspek penera-
pannya serta pentingnya 
memahami keterkaitan 
KUHP Nasional dengan 
ketentuan perundang-un-
dangan khusus terkait tin-
dak pidana korupsi.

Antusiasme mahasiswa 
dalam mengikuti kegiatan 
ini mencerminkan penting-
nya ruang dialog antara 
aparat penegak hukum dan 
kalangan akademisi. Melalui 
kegiatan tersebut, Kejati Sul-
teng mendorong mahasiswa 
agar tidak hanya memahami 

hukum secara teoritis, tetapi 
juga mampu mengembang-
kan pemikiran kritis, men-
junjung tinggi integritas, 
serta memiliki kepedulian 
terhadap upaya pencegahan 
dan pemberantasan tindak 
pidana korupsi.

“Program Penkum ini 
merupakan bagian dari upa-
ya Kejati Sulteng untuk 
membangun budaya sadar 
hukum melalui pendekatan 
edukatif dan preventif,” 
jelas Kasi Penkum.

Sinergi dengan perguru-
an tinggi diharapkan dapat 
melahirkan generasi muda 
yang cakap memahami 
hukum, berkarakter anti-
korupsi, dan memiliki ko-
mitmen terhadap tegaknya 
keadilan. AMR

Kejati Sulteng Edukasi Hukum 
Mahasiswa Untad Palu

PERSONEL Satlantas Polresta Banggai, melakukan olah TKP sebuah minibus jenis Avanza bermuatan sayur yang terbaka,saat 
menanjak di ruas jalan Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Selasa (27/10/2026). FOTO: DOK SATLANTAS POLRES BANGGAI

SULTENG RAYA - Momentum 
peringatan Hari Listrik Nasional 
(HLN) ke-81 yang mengusung se-
mangat transformasi dan terang 
untuk negeri dimanfaatkan secara 
optimal oleh PT PLN (Persero) Unit 
Induk Distribusi (UID) Sulawesi Uta-
ra, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo 
(Suluttenggo). Sebagai langkah awal 
kepemimpinannya, General Manager 
(GM) PLN UID Suluttenggo yang 
baru, Wahyu Prasetyo, melaksana-
kan rangkaian kunjungan kerja dan 
silaturahmi ke sejumlah pemangku 
kepentingan (stakeholder) kunci di 
wilayah Provinsi Sulawesi Utara 
(Sulut).

Rangkaian kunjungan strategis ini 
dilakukan untuk memperkenalkan 
diri sekaligus mempererat hubun-
gan kelembagaan yang telah terjalin 
dengan baik antara PLN dan jajaran 
Forum Koordinasi Pimpinan Dae-
rah (Forkopimda) di Bumi Nyiur 
Melambai. 

Kehadiran pimpinan baru PLN 
UID Suluttenggo disambut dengan 
hangat oleh para pimpinan instansi 
vertikal dan penegak hukum di Pro-
vinsi Sulawesi Utara, mencerminkan 
komitmen kuat dalam membangun 
kolaborasi lintas sektoral demi pela-
yanan publik yang optimal.

Dalam lawatannya, Wahyu Pras-
etyo didampingi oleh jajaran ma-
najemen PLN UID Suluttenggo 
bersilaturahmi langsung dengan 
Kepala Badan Intelijen Negara Daer-
ah (Kabinda) Sulawesi Utara, Brigjen 
TNI Jonny Marpaung, S.I.P., M.S.P. 
Pertemuan yang berlangsung dalam 
suasana penuh keakraban dan keke-
luargaan tersebut membahas pen-
tingnya stabilitas keamanan objek 
vital nasional sektor kelistrikan guna 
menjamin keberlangsungan pasokan 
energi bagi masyarakat luas.

Selain berkunjung ke Kantor Binda 
Sulut, agenda silaturahmi pimpinan 
baru PLN UID Suluttenggo dilanjut-
kan dengan melakukan kunjungan 
kehormatan kepada Kepala Kepo-
lisian Daerah (Kapolda) Sulawesi 
Utara, Irjen Pol. Yudo Hermanto, 
S.I.K., M.M, serta Pelaksana Tugas 

GENERAL Manager (GM) PLN UID Suluttenggo yang baru, Wahyu Prasetyo, me-
laksanakan rangkaian kunjungan kerja dan silaturahmi ke sejumlah pemangku ke-
pentingan (stakeholder) kunci di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.FOTO: DOK.PLN

GM PLN UID Suluttenggo 
Perkuat Sinergi Strategis 

Bersama Stakeholder

(Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) 
Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., 
M.Hum., M.Si.

Pertemuan dengan para pimpinan 
penegak hukum utama di daerah ini 
menegaskan komitmen PLN dalam 
mengedepankan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik (Good Cor-
porate Governance) serta penegakan 
hukum yang berintegritas.

Wahyu Prasetyo menyampaikan 
bahwa estafet kepemimpinan di 
tubuh PLN UID Suluttenggo harus 
diiringi dengan penguatan sinergi 
bersama seluruh mitra strategis. 
Menurutnya, keandalan pasokan 
listrik tidak hanya bertumpu pada 
aspek teknis ketenagalistrikan se-
mata, melainkan juga sangat ber-
gantung pada dukungan penuh dari 
unsur pengamanan negara, penegak 
hukum, dan stabilitas keamanan 
daerah.

“Seiring dengan semangat Hari 
Listrik Nasional ke-81 yang kita 
peringati tahun ini, kami di PLN 
UID Suluttenggo bertekad untuk 
membawa energi kebaikan yang se-
makin merata dan berkeadilan bagi 
seluruh masyarakat. Kepemimpinan 
yang baru ini membawa komitmen 
untuk membuka ruang komunikasi 
seluas-luasnya, mendengarkan ma-

sukan konstruktif, serta mempererat 
kolaborasi yang erat dengan Kabinda 
Sulut, Kapolda Sulut, Plt Kajati Sulut, 
serta seluruh jajaran Forkopimda 
di Sulawesi Utara,” ujar Wahyu 
Prasetyo.

Ia menambahkan bahwa peran 
serta dan pendampingan dari apa-
rat penegak hukum serta instansi 
intelijen sangat krusial dalam men-
gawal berbagai Proyek Strategis 
Nasional (PSN) ketenagalistrikan 
maupun pengamanan aset-aset 
strategis PLN di lapangan. Sinergi 
ini diyakini mampu memitigasi 
potensi risiko gangguan, sehingga 
keandalan sistem kelistrikan di 
regional Suluttenggo dapat terus 
terjaga secara optimal.

Melalui momentum Hari Listrik 
Nasional ke-81 ini pula, PLN UID 
Suluttenggo menegaskan kesia-
pannya untuk terus mendukung 
pertumbuhan ekonomi daerah 
melalui penyediaan listrik yang 
handal, hijau, dan berkelanjutan. 
Kolaborasi lintas sektor yang terjalin 
erat dengan unsur pimpinan daerah 
diharapkan mampu mengakselerasi 
berbagai program pembangunan 
infrastruktur ketenagalistrikan hing-
ga ke pelosok wilayah di Provinsi 
Sulawesi Utara.*/HJ

PERWAKILAN Kejati Sulteng berfoto bersama mahasiswa Fakultas Hukum Untad Palu, usai pe-
laksanaan edukasi Penerangan Hukum, Senin (26/10/2026). FOTO: PENKUM KEJATI SULTENG
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Main Dealer Honda Anu-
gerah Perdana melalui edu-
kasi keselamatan berkendara 
mengajak generasi muda un-
tuk tetap tampil percaya diri 
di jalan tanpa mengabaikan 
prinsip #Cari_Aman.

Ada beberapa hal seder-
hana yang bisa diterapkan 
anak muda saat berkendara. 
Mulai dari menggunakan 
helm berstandar SNI dengan 
benar, mengenakan jaket dan 
sepatu, memastikan kondisi 
sepeda motor dalam keadaan 
baik, hingga mematuhi ram-
bu dan marka jalan. 

Pengendara juga perlu 
menghindari penggunaan 
ponsel saat berkendara, tidak 

berkendara secara ugal-uga-
lan demi konten media sosi-
al, serta menjaga jarak aman 
dengan kendaraan lain. Sebe-
lum berangkat, pastikan pula 
kondisi tubuh tetap prima 
agar perjalanan berlangsung 
nyaman. PIC Safety Riding 
Main Dealer Anugerah Per-
dana, Yusman, mengatakan 
bahwa gaya berkendara yang 
keren tidak hanya terlihat 
dari penampilan, tetapi juga 
dari sikap dan tanggung 
jawab di jalan. 

“Generasi muda bisa tetap 
tampil stylish saat berken-
dara, tetapi jangan sampai 
melupakan keselamatan. 
Gunakan perlengkapan ber-

MAIN Dealer Honda Anugerah Perdana saat mengedukasi anak muda untuk selalu menjaga keselamatan berkendara. FOTO: DOK HONDA SULTENG

Tips Berkendara Ala Gen Z, Honda Ajak 
Anak Muda Tetap Stylish dan Cari Aman

SULTENG RAYA – Gaya berkendara men-
jadi salah satu cara generasi Z mengekspresi-
kan diri saat beraktivitas sehari-hari. Namun, 
di balik tren dan gaya yang kekinian, kese-
lamatan tetap menjadi hal utama yang perlu 
diperhatikan.

kendara yang tepat, patuhi 
aturan lalu lintas, dan jadi-
kan #Cari_Aman sebagai 
bagian dari gaya hidup se-

hari-hari,” ujarnya. 
Melalui edukasi kesela-

matan berkendara ini, Honda 
terus mendorong generasi 

muda untuk membangun 
kebiasaan berkendara yang 
aman dan bertanggung 
jawab. Dengan menguta-

makan keselamatan dalam 
setiap perjalanan, anak muda 
dapat tetap mengekspresi-
kan diri sekaligus menjadi 

pengendara yang lebih pedu-
li terhadap keselamatan diri 
sendiri dan pengguna jalan 
lainnya.*/YAT

SULTENG RAYA - Wa-
kapolda Sulawesi Tengah 
(Sulteng), Brigjen Pol Sem-
my Ronny Thabaa melaksa-
nakan kegiatan Polisi Pedu-
li Pendidikan (Polidik) di 
SMA Negeri 1 Palu, Senin 
(26/10/2026). Kegiatan ini 
merupakan upaya mendu-
kung program Quick Wins 
Kapolri. Dalam kegiatan ter-
sebut, Brigjen Semmy Ronny 
Thabaa berdialog langsung 
dengan para siswa-siswi. 
Ia menyampaikan pesan 
tentang pentingnya disiplin 
berlalu lintas dan menguta-
makan keselamatan saat 
berkendara.

Wakapolda Sulteng juga 
mengingatkan para pelajar 
agar tidak mengendarai ken-
daraan dengan kecepatan 
tinggi atau ngebut di jalan 
raya. Menurutnya, perilaku 
tersebut dapat membaha-
yakan diri sendiri maupun 
pengguna jalan lainnya.

Ia juga menyampaikan 
kepada siswa yang belum 

cukup umur agar menunggu 
hingga memenuhi persya-
ratan untuk memiliki Surat 
Izin Mengemudi (SIM).

“Nanti jika kalian sudah 
cukup umur, silakan men-
gurus pembuatan SIM. Itu 
penting sebagai bukti bahwa 
kalian telah memenuhi per-
syaratan untuk berkenda-
ra,” ujar Brigjen Semmy di 
hadapan para siswa.

Selain keselamatan berlalu 
lintas, Wakapolda Sulteng 
turut menjelaskan bahaya 
judi online (judol) kepada 
para pelajar. Ia mengingat-
kan agar siswa tidak terjeru-
mus dalam aktivitas tersebut 
karena dapat berdampak 
buruk terhadap kehidupan 
pribadi dan masa depan 
mereka. Di akhir kegiatan, 
Wakapolda Sulteng Brigjen 
Pol Semmy Ronny Tha-
baa menyerahkan piagam 
penghargaan kepada siswa 
berprestasi yang berhasil 
meraih juara 1 lomba cerdas 
cermat kategori SMA. Pem-

berian penghargaan tersebut 
menjadi bentuk apresiasi 
atas prestasi dan semangat 
belajar para siswa.

Sementara, Kabidhumas 
Polda Sulteng Kombes Pol 
Achmad Muhaimin men-
gatakan, kegiatan Polidik 
menjadi salah satu upaya 
Polri untuk hadir di lingkun-
gan pendidikan sekaligus 
memberikan edukasi kepa-
da generasi muda mengenai 
keselamatan, kedisiplinan, 
dan bahaya perilaku negatif.

Ia berharap melalui ke-
giatan tersebut, para siswa 
semakin memahami pen-
tingnya menaati aturan lalu 
lintas, menjauhi judi online, 
serta menjadi generasi muda 
yang disiplin dan bertang-
gung jawab. 

"Kegiatan Polidik ini me-
rupakan bagian dari upaya 
Polda Sulteng mendukung 
program Quick Wins Kapol-
ri melalui pendekatan edu-
katif kepada masyarakat," 
jelasnya.*/YAT

WAKAPOLDA Sulteng, Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa saat melaksanakan kegiatan Polisi Peduli Pendi-
dikan (Polidik) di SMA Negeri 1 Palu, Senin (26/10/2026). FOTO: BIDHUMAS POLDA SULTENG

WAKAPOLDA SULTENG 

Edukasi Siswa SMAN 1 Palu Soal 
Keselamatan Berkendara dan Bahaya Judol

SULTENG RAYA - Deta-
semen Gegana Satuan Brimob 
(Satbrimob) Polda Sulawesi 
Tengah (Sulteng) menun-
jukkan komitmennya dalam 
mendukung keamanan dan 
kelancaran kegiatan olahraga 
di Sulawesi Tengah melalui 
pelaksanaan sterilisasi lo-
kasi Kongres Biasa Persatuan 
Sepakbola Seluruh Indone-
sia (PSSI) Provinsi Sulawesi 
Tengah Tahun 2026, yang 
berlangsung di Hotel Santika 
Palu, Ahad (25/10/2026).

Kegiatan sterilisasi tersebut, 
dilaksanakan sebagai langkah 
antisipatif guna memastikan 
lokasi pelaksanaan kongres 
berada dalam kondisi aman, 
sehingga seluruh rangkaian 
kegiatan dapat berlangsung 
dengan tertib, lancar, dan 
kondusif. 

Melalui pelaksanaan tugas 
tersebut, personel Detasemen 
Gegana melakukan pemeriks-
aan keamanan di area kegi-
atan sebagai bagian dari upaya 
pencegahan terhadap potensi 
gangguan yang dapat memen-
garuhi jalannya kongres.

Komandan Detasemen Ge-
gana Satbrimob Polda Sulteng, 
Kompol Dr. Robi Utomo, 
menegaskan bahwa kehadiran 
personel Gegana merupa-
kan bentuk dukungan Polri 
terhadap penyelenggaraan 
kegiatan masyarakat, terma-
suk agenda penting dalam 
pengembangan olahraga se-
pak bola di Sulawesi Tengah.

SULTENG RAYA - Dan-
satbrimob Polda Sulawesi 
Tengah (Sulteng), Kombes Pol 
Kurniawan Tandi Rongre, me-
mimpin personel Satbrimob 
Polda Sulteng melaksanakan 
ibadah bersama jemaat di 
Gereja Dome of Bethany Palu 
dalam kegiatan Minggu Kasih, 
Ahad (25/10/2026). 

Kegiatan ini merupakan 
wujud implementasi Program 
Prioritas Kapolri melalui pen-
dekatan keagamaan, komuni-
kasi langsung, dan penguatan 
hubungan antara Polri dengan 
masyarakat. Dalam kesem-
patan tersebut, Kombes Pol. 
Kurniawan Tandi Rongre, 
menyampaikan sambutan 
sekaligus pesan keamanan 
dan ketertiban masyarakat 
(kamtibmas) kepada jemaat 
yang mengikuti ibadah. 

Ia menjelaskan bahwa ke-
hadiran personel kepolisian 
dalam kegiatan ibadah bersa-
ma masyarakat bukan hanya 
untuk menjalankan ibadah, 
tetapi juga menjadi sarana 
mempererat persaudaraan 
dan membuka ruang komuni-
kasi antara Polri dengan masy-
arakat. “Keberadaan personel 
kepolisian dalam masyarakat 
dalam bentuk ibadah adalah 
guna mempererat persauda-
raan, memperoleh masukan 
dan informasi dari masyarakat 
sesuai dengan program Ming-
gu Kasih dari Kapolri yaitu 
kegiatan ibadah bersama dan 
berinteraksi langsung di gereja 
guna menyampaikan pesan 
kamtibmas kepada jemaat. 
Kami berharap masyarakat 
dapat memberikan masukan 
terkait gangguan kamtibmas 
serta tidak ragu menyampai-
kan keluh kesah terkait situasi 

DANSATBRIMOB Polda Sulteng, Kombes Pol Kurniawan Tandi 
Rongre, saat memimpin personel Satbrimob Polda Sulteng me-
laksanakan ibadah bersama jemaat di Gereja Dome of Bethany 
Palu dalam kegiatan Minggu Kasih, Ahad (25/10/2026). FOTO: 
DOK SATBRIMOB POLDA SULTENG

DANSATBRIMOB POLDA SULTENG 

Pererat Kedekatan dengan Jemaat 
di Gereja Dome of Bethany Palu

keamanan,” ujar Kombes Pol. 
Kurniawan Tandi Rongre.

Program Minggu Kasih 
menjadi kesempatan bagi per-
sonel kepolisian untuk hadir 
lebih dekat dengan masyara-
kat melalui interaksi langsung 
di lingkungan tempat ibadah. 
Melalui komunikasi tersebut, 
masyarakat diharapkan mera-
sa lebih leluasa menyampai-
kan informasi, masukan, mau-
pun persoalan yang berkaitan 

dengan kondisi keamanan di 
lingkungan mereka.

Usai pelaksanaan ibadah 
dan penyampaian pesan kam-
tibmas, kegiatan dilanjutkan 
dengan interaksi langsung 
antara Dansatbrimob Polda 
Sulteng dan jemaat. Dalam 
kesempatan itu, Dansatbri-
mob menerima masukan serta 
keluhan masyarakat sebagai 
bagian dari upaya memban-
gun komunikasi dua arah 

dan memahami berbagai per-
soalan yang dirasakan warga.

Kehadiran personel Sat-
brimob di Gereja Dome of 
Bethany Palu juga mencer-
minkan bahwa pelayanan 
kepolisian tidak terbatas pada 
pelaksanaan tugas pengama-
nan, tetapi turut diwujudkan 
melalui kebersamaan, kepe-
dulian, dan kesediaan untuk 
mendengarkan masyarakat. 
Pendekatan tersebut menjadi 
bagian penting dalam mem-
bangun kepercayaan serta 
mempererat hubungan antara 
Polri dan warga.

Melalui kegiatan Minggu 
Kasih, Satbrimob Polda Sula-
wesi Tengah terus mendorong 
terwujudnya hubungan yang 
terbuka dan harmonis dengan 
masyarakat. Dengan adanya 
ruang dialog secara langs-
ung, diharapkan masukan 
dan keluhan warga dapat 
menjadi perhatian bersama 
dalam menjaga keamanan, 
memperkuat persaudaraan, 
serta menciptakan lingkungan 
yang aman dan kondusif di 
Kota Palu.*/YAT

PERSONEL Detasemen Gegana Satbrimob Polda Sulteng saat melaksana-
kan sterilisasi lokasi Kongres Biasa PSSI Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 
2026, di Hotel Santika Palu, Ahad (25/10/2026). FOTO: DOK SATBRIMOB 
POLDA SULTENG

Satbrimob Polda Sulteng Sterilisasi 
Keamanan Kongres PSSI Sulteng 2026

“Pelaksanaan sterilisasi ini 
merupakan bagian dari tugas 
preventif Detasemen Gegana 
untuk memastikan setiap ke-
giatan masyarakat dapat ber-
langsung dengan aman dan 
nyaman. Kami mendukung 
terselenggaranya Kongres 
PSSI Sulawesi Tengah Tahun 
2026 sebagai momentum po-
sitif bagi kemajuan sepak bola 
daerah. Harapannya, seluruh 
rangkaian kegiatan berjalan 
lancar dan menghasilkan lang-
kah-langkah yang membawa 
kemajuan bagi dunia sepak 
bola Sulawesi Tengah,” kata-
nya. Lebih lanjut, kegiatan ini 
juga mencerminkan komit-
men Satbrimob Polda Sulteng 
dalam menghadirkan pelay-
anan kepolisian yang profe-
sional dan responsif terhadap 
berbagai kegiatan masyarakat.

Dukungan pengamanan 
terhadap pelaksanaan Kon-
gres PSSI Sulawesi Tengah 
menjadi salah satu wujud 
nyata semangat “Polisi Ber-
sama Masyarakat”, di mana 
kehadiran Polri tidak hanya 
berorientasi pada pemeliha-
raan keamanan, tetapi juga 
turut mendukung terciptanya 
situasi yang kondusif bagi 
perkembangan olahraga dan 
aktivitas positif masyarakat.

Dengan terlaksananya 
kegiatan sterilisasi tersebut, 
Detasemen Gegana Satbri-
mob Polda Sulteng berharap 
Kongres Biasa PSSI Sulawesi 
Tengah Tahun 2026 dapat 
berjalan aman dan lancar 
serta menjadi momentum 
memperkuat pembinaan dan 
kemajuan prestasi sepak bola 
di Sulawesi Tengah.*/YAT
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PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Herman Rahman, berupa :          
Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai SHM No. 02012/Tatura Utara, LT 60 m² an. Herman Rahman, 
terletak di Jalan Tanjung Manimbaya, Komp. Mall Tatura, Desa/Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. 
Sulawesi Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 613,296,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 61,500,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Rabu, 11 November 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 
Batas Akhir Penawaran : 11 November 2026 pukul 09:15 WIB (sesuai waktu server) / pukul 10:15 WITA  
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih Kasa 
dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 28 Oktober 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 

 
ttd 

 
Ardiansa 

Assistant Vice President 
 

 
 
 

KPKNL Palu 

 

 
PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Nurlia Ilyas, berupa :          
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHGB No. 00331/Kamonji, LT 68 m² an. Nurlia Ilyas, terletak di 
Komp Pasar Tradisional Modern Jalan Labu Blok I.1 Nomor 08 Kamonji, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Prop. 
Sulawesi Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 407,894,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 41,000,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Rabu, 11 November 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 
Batas Akhir Penawaran : 11 November 2026 pukul 09:15 WIB (sesuai waktu server) / pukul 10:15 WITA  
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih Kasa 
dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 28 Oktober 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 

 
ttd 

 
Ardiansa 

Assistant Vice President 
 

 
 
 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Agustinus Meinondo Lono, berupa : 
Sebidang tanah seluas 1.290 m2 sesuai SHM No. 75/Tentena tanggal 26/02/1982 an. Agustinus Meinondo Lono, berikut 
bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Lingkungan, No. (tidak terpasang) , Kelurahan Tentena (dahulu Desa Tentena), 
Kecamatan Pamona Puselemba (dahulu Wilayah Pamona Utara), Kabupaten Poso (dahulu Dati II Poso), Provinsi Sulawesi 
Tengah (dahulu Dati I Sulawesi Tengah). 
Harga Limit Lelang Rp. 334.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 71.000.000,- 
 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Rabu, 11 November 2026 

Batas Akhir Penawaran : 11 November 2026 pukul 09:05 WIB (sesuai waktu server) / 10:05 WITA 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 28 Oktober 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
 

 
 

 
Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

 
Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Michael Sunarso, berupa : 
 
a. Sebidang tanah kosong seluas 2.364 m2 sesuai SHM No. 488/Toaya tanggal 05/12/2006 a.n Pieter Hendrawan yang 

terletak di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala,Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 331.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 70.000.000,- 

 

b. Sebidang tanah kosong seluas 1.706 m2 sesuai SHM No. 120/Masaingi tanggal 05/12/2006 an. Pieter Hendrawan yang 
terletak di Desa Masaingi, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 239.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 51.000.000,- 
 

c. Sebidang tanah kosong seluas 2.957 m2 sesuai SHM No. 227/Marana tanggal 05/12/2006 a.n So Kui Seng yang terletak 
di Jalan Lingkungan, Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 444.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 94.000.000,- 
 

d. Sebidang tanah kosong seluas 1.664 m2 sesuai SHM No. 121/Masaingi tanggal 05/12/2006 a.n Pieter Hendrawan yang 
terletak di Jalan Tameme (d/h Jalan Kayueo), Desa Masaingi, Kecamatan Sindue,Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi 
Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 250.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 53.000.000,- 
 

e. Sebidang tanah kosong seluas 1.579 m2 sesuai SHM No. 118/Masaingi tanggal 05/12/2006 a.n Pieter Hendrawan yang 
terletak di Jalan Lingkungan, Desa Masaingi, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 237.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 50.000.000,- 
 

f. Sebidang tanah kosong seluas 3.000 m2 sesuai SHM No. 116/Masaingi tanggal 05/12/2006 a.n So Kui Seng yang terletak 
di Desa Masaingi, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 420.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 89.000.000,- 
 

g. Sebidang tanah kosong seluas 1.570 m2 sesuai SHM No. 119/Masaingi tanggal 05/12/2006 a.n Pieter Hendrawan yang 
terletak di Jalan Lingkungan, Desa Masaingi, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 236.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 50.000.000,- 
 

h. Sebidang tanah kosong seluas 4.837 m2 sesuai SHM No. 487/Toaya tanggal 05/12/2006 a.n Agnes Maria Suryajaya yang 
terletak di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 677.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 143.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPKNL Palu 

 
 
 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari /Tanggal : Rabu, 11 November 2026 

Batas Akhir Penawaran : 11 November 2026 pukul 09:15 WIB (sesuai waktu server) / 10:15 WITA 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 28 Oktober 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
CV. Putra Sejahtera Mandiri, berupa : 
Sebidang tanah kosong seluas 14.373 m2 sesuai SHM No. 425/Tontouan tanggal 07/02/2014 an. Riance Mendolok yang 
terletak di Jalan Lingkungan, Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 1.696.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 357.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Rabu, 11 November 2026 

Batas Akhir Penawaran : 11 November 2026 pukul 09:15 WIB (sesuai waktu server) / 10:15 WITA 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang : 

KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Sugiat  08118963573, Sdr. Fadly 
085398826820, Sdri. Rafia 08114504517 

 

Makassar, 28 Oktober 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
 

 
 

 
Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Wely Katili, berupa : 
a. Sebidang tanah seluas 564 m2 sesuai SHM No. 53/Lobu tanggal 24/11/2008 an. Weli Katili, berikut bangunan di atasnya 

yang terletak di Jalan Desa Lobu, Desa Lobu, Kec. Lobu (dh. Kec. Pagimana), Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 202.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 43.000.000,- 
 

b. Sebidang tanah seluas 698 m2 sesuai SHM No. 01/Niu Bulan tanggal 21/02/2011 an. Wely Katili, berikut bangunan 
diatasnya yang terletak di Jalan Lingkungan, Dusun I, Desa Niubulan, Kec. Lobu, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 159.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 34.000.000,- 
 

c. Sebidang tanah seluas 293 m2 sesuai SHM No. 21/Niubulan tanggal 05/08/2011 an. Wely Katili, berikut bangunan di 
atasnya yang terletak di Jalan Lingkungan, Dusun I, Desa Niubulan, Kec. Lobu, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 80.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 17.000.000,- 
 

d. Sebidang tanah seluas 103 m2 sesuai SHM No. 65/Lobu tanggal 05/06/2013 an. Wely Katili, berikut bangunan di atasnya 
yang terletak di Jalan Desa Lobu, Kec. Lobu, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 73.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 16.000.000,- 
 

e. Sebidang tanah seluas 804 m2 sesuai SHM No. 169/Bolobungkang tanggal 22/05/2013 an. Wely Katili yang terletak di 
Jalan Trans Sulawesi, Desa Bolobungkang, Kec. Lobu, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 93.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 20.000.000,- 
 

Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Rabu, 11 November 2026 

Batas Akhir Penawaran : 11 November 2026 pukul 09:10 WIB (sesuai waktu server) / 10:10 WITA 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Sugiat  08118963573 , Sdr. Fadly 
085398826820, Sdri. Rafia 08114504517 

 

Makassar, 28 Oktober 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
 

 
 

 
Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

SULTENG RAYA - Bea 
Cukai Purwakarta menga-
mankan 225.000 batang rokok 
ilegal tanpa dilekati pita cukai 
di Jalan Tol Cipali KM 93, Ka-
bupaten Subang, Jawa Barat, 
pada Jumat (23/10/2026). Pe-
nindakan dilakukan oleh Tim 
Penindakan dan Penyidikan 
(P2) Bea Cukai Purwakarta 
terhadap bus antarkota yang 
diketahui menuju Tangerang. 
Kepala Kantor Bea Cukai 
Purwakarta, Abdul Rasyid, 
mengungkapkan bahwa pe-
nindakan bermula dari in-
formasi intelijen mengenai 
pengangkutan rokok ilegal 
yang melintasi wilayah kerja 
Bea Cukai Purwakarta. 

“Menindaklanjuti informasi 
tersebut, tim melakukan pe-
mantauan dan pembuntutan 
(tailing) di Tol Cipali arah 
Jakarta hingga menemukan 
kendaraan yang sesuai den-
gan informasi. Petugas ke-
mudian menghentikan dan 
memeriksa bus tersebut serta 
menemukan rokok ilegal tan-
pa pita cukai,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan, pe-
tugas mengamankan 225.000 
batang rokok ilegal dengan 
perkiraan nilai barang sebesar 

Rp326.250.000,00 dan potensi 
kerugian penerimaan negara 
mencapai Rp167.850.000,00.

Saat ini, seluruh barang 
hasil penindakan telah dia-
mankan di Kantor Bea Cukai 
Purwakarta untuk menjalani 
penelitian lebih lanjut dan 
penanganan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

Rasyid menegaskan bahwa 
pengawasan terhadap pere-
daran rokok ilegal akan terus 
dilakukan melalui sinergi 
dengan pemerintah daerah 
dan pengawasan pada titik-ti-
tik distribusi yang berpotensi 
dimanfaatkan untuk mengi-
rimkan barang ilegal.

“Penindakan ini merupa-
kan bagian dari upaya ber-
kelanjutan Bea Cukai dalam 
memberantas peredaran ro-
kok ilegal untuk melindungi 
masyarakat, menjaga iklim 
usaha yang sehat, dan menga-
mankan penerimaan negara. 
Kami mengajak masyarakat 
untuk turut berperan aktif 
dengan tidak menjual atau 
mengedarkan rokok ilegal 
serta melaporkan indikasi 
peredarannya kepada petugas 
Bea Cukai,” pungkasnya.RPB

Bea Cukai Amankan 225.000 
Batang Rokok Ilegal di Tol Cipali
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

PEMBERANTASAN korupsi tidak boleh 
berhenti pada penangkapan, pengadilan, 
dan pemenjaraan pelaku. Negara mesti 
memastikan setiap rupiah hasil kejahatan 
kembali kepada yang berhak. Jangan sampai 
koruptor mendekam di penjara, tetapi keka-
yaan hasil jarahannya tetap aman, bahkan 
diwariskan kepada anak cucunya.

Karena itu, kita menyambut baik langkah 
Komisi III DPR yang hendak mempercepat 
pembahasan Rancangan Undang-Undang 
tentang Perampasan Aset. Pelibatan 20 
elemen masyarakat dalam pembahasan 
patut diapresiasi. Terlebih, pengesahannya 
ditargetkan sebelum 15 Desember 2026.

Target tersebut harus menjadi komit-
men politik, bukan sekadar janji yang 
kembali menguap di tengah tarik-menarik 
kepentingan. Sudah terlalu lama regulasi 
perampasan aset tersandera perdebatan, 
sementara para penjahat terus menemukan 
berbagai cara menyembunyikan kekayaan 
hasil kejahatan.

Kita mafhum, korupsi bukan sekadar per-
kara seseorang menyalahgunakan jabatan 
lalu masuk bui. Korupsi merupakan keja-
hatan ekonomi yang merampas hak rakyat 
atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, 
dan kesejahteraan.

Setiap rupiah yang dikorupsi sejatinya 
adalah uang rakyat. Oleh karena itu, men-
gembalikan hasil kejahatan sama penting-
nya dengan menghukum pelakunya. Apa 
gunanya menjatuhkan hukuman berat jika 
miliaran, bahkan triliunan rupiah hasil 
kejahatan tetap tersimpan rapi di rekening 
tersembunyi, perusahaan cangkang, atau 
properti atas nama orang lain?

Penjara memang merampas kemerdekaan 
koruptor, tetapi belum tentu merampas 
kenikmatannya. Mereka bisa saja keluar 
setelah menjalani hukuman, kemudian 
kembali hidup bergelimang harta dari hasil 
kejahatan.

Di situlah urgensi undang-undang pe-
rampasan aset. Negara harus memiliki 
instrumen hukum yang kuat untuk menelu-
suri, membekukan, menyita, dan merampas 
kekayaan yang terbukti berkaitan dengan 
tindak pidana.

Meski demikian, semangat memberantas 
kejahatan tidak boleh mengabaikan prinsip 
negara hukum. Mekanisme perampasan 
aset, termasuk yang tidak bergantung pada 
putusan pidana, harus tetap menjamin 
pengawasan pengadilan, pembuktian yang 
ketat, hak pembelaan, serta perlindungan 
pihak ketiga yang beriktikad baik. Tanpa 
pengamanan tersebut, instrumen pembe-
rantasan kejahatan justru berpotensi disa-
lahgunakan menjadi alat kesewenang-we-
nangan.

Pelibatan masyarakat dalam pembahasan 
rancangan undang-undang mesti memas-
tikan keseimbangan antara efektivitas 
pemulihan aset dan perlindungan hak 
warga negara. Jangan sampai keinginan 
mempercepat pengesahan mengorbankan 
kualitas regulasi.

Kita mendesak DPR dan pemerintah 
membuktikan kesungguhan mereka. Teng-
gat 15 Desember harus menjadi momentum 
mengakhiri penantian panjang hadirnya pa-
yung hukum yang benar-benar menggigit.

Negara tidak cukup hanya membuat 
koruptor kehilangan kebebasan. Negara 
harus pula membuat mereka kehilangan 
seluruh keuntungan dari kejahatannya. Se-
bab, keadilan belum sepenuhnya ditegakkan 
ketika penjahat sudah dihukum tapi rakyat 
tetap menanggung kerugian.

Koruptor harus dimiskinkan dari hasil 
kejahatannya, bukan dibiarkan menikmati 
jarahan setelah menjalani hukuman. Itulah 
keadilan yang sesungguhnya bagi rakyat 
dan negara.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Peringati Sumpah Pemuda, Pemerintah 
Rangkul Aspirasi dan Perkuat Kolaborasi
PERINGATAN Sumpah Pemuda ke-98 menjadi 
momentum memperkuat persatuan sekaligus 
meninjau peran generasi muda dalam pemban-
gunan nasional. Semangat patriotik, gigih, dan 
berempati mengajak pemuda menerjemahkan 
ikrar 1928 melalui inovasi, kreativitas, solidaritas, 
dan karya nyata menuju Indonesia Emas 2045.

DA L A M  p e r -
spektif sosiologi 
pembangunan, 
pemuda bukan 

sekadar penerima manfaat 
kebijakan, melainkan aktor 
perubahan sosial. Pemban-
gunan kepemudaan karena 
itu membutuhkan pendidikan 
bermutu, pekerjaan produktif, 
penguatan kepemimpinan, 
serta ruang partisipasi agar 
aspirasi generasi muda dapat 
memengaruhi kebijakan pu-
blik.

Pemerintahan Presiden 
Prabowo Subianto dan Wakil 
Presiden Gibran Rakabu-
ming Raka menempatkan 
pendidikan, industrialisasi, 
dan pengembangan sumber 
daya manusia dalam agenda 
pembangunan. Relevansinya 
bagi pemuda terletak pada 
kesempatan meningkatkan 
keterampilan, memasuki 
pasar kerja, dan memperbaiki 
mobilitas sosial. Manfaat ke-
bijakan tersebut perlu terus 
diukur berdasarkan peme-
rataan akses dan kualitas 
pelaksanaannya.

Presiden Prabowo sebe-
lumnya menginstruksikan 
penyiapan skema kuliah gra-
tis di perguruan tinggi negeri 
secara bertahap. Rencana ter-
sebut membuka pembahasan 
mengenai perluasan akses 

pendidikan tinggi bagi kelu-
arga berpenghasilan rendah, 
dengan tetap mempertim-
bangkan kesiapan perguru-
an tinggi dan keberlanjutan 
pembiayaan.

Menteri Pendidikan Tinggi, 
Sains, dan Teknologi Brian 
Yuliarto menjelaskan bahwa 
pemerintah menghitung ke-
butuhan anggaran perguruan 
tinggi sebagai dasar perumu-
san kebijakan. Dari perspektif 
teori modal manusia, perlu-
asan akses pendidikan perlu 
berjalan bersama peningkatan 
mutu, relevansi kompetensi, 
dan keterhubungan lulusan 
dengan kebutuhan dunia kerja.

Pada sektor ekonomi, pe-
merintah mendorong indus-
trialisasi dan hilirisasi untuk 
meningkatkan nilai tambah 
produksi. Agenda tersebut 
diarahkan untuk memperluas 
lapangan kerja dan mening-
katkan kesejahteraan pekerja. 
Bagi pemuda, peluang itu 
penting karena transisi dari 
pendidikan menuju pekerjaan 
menentukan kemandirian 
ekonomi.

Kualitas pekerjaan juga te-
rus diperhatikan pemerintah 
melalui upah layak, kesela-
matan kerja, peningkatan ke-
terampilan, dan pemerataan 
investasi. Kemitraan pemerin-
tah, industri, serta perguruan 

OLEH : CAESARIA ALIFA SADI *)

tinggi dapat memperluas 
magang berkualitas, sertifi-
kasi kompetensi, dan akses 
informasi pasar kerja.

Pada momentum Sumpah 
Pemuda, Kementerian Pemu-
da dan Olahraga telah men-
yiapkan pedoman upacara 
pada 28 Oktober 2026 pukul 
08.00 waktu setempat. Pen-
gibaran Merah Putih, pemba-
caan ikrar Kongres Pemuda 
1928, dan amanat pembina 
upacara menjadi pengingat 
pentingnya persatuan dalam 
kehidupan kebangsaan.

Menteri Pemuda dan Olah-
raga Erick Thohir menekan-
kan pentingnya menjaga per-
satuan organisasi kepemu-
daan. Menurutnya, perpeca-
han dapat menghambat kerja 
bersama, sehingga konsolidasi 
organisasi dan peningkatan 
kapasitas pemuda perlu di-
perkuat untuk menghadapi 
persaingan global.

Erick juga mendorong 
penguatan kualitas genera-
si muda melalui Indonesia 
Youth Summit 2026 yang dij-
adwalkan berlangsung pada 
29–30 Oktober di Taman Is-
mail Marzuki, Jakarta. Forum 
tersebut dirancang sebagai 
ruang pertukaran gagasan, 
inovasi, kewirausahaan, dan 
pengembangan jejaring an-
tarpemuda.

Dosen STH Oyo Papua 
Geral Kosama mengingatkan 
bahwa peringatan Sumpah 
Pemuda perlu dimanfaatkan 
untuk memperkuat pendidi-
kan, keterampilan, serta keter-
libatan generasi muda dalam 
pembangunan. Ia mendorong 
pemuda menyampaikan ga-
gasan dan kritik konstruktif, 
termasuk mengenai kebijakan 
yang memperhatikan kebu-
tuhan masyarakat Papua.

Di Sumatera Selatan, Foun-
der Generasi Ampera M. An-
warul Fitro menekankan pen-
tingnya keterlibatan pemuda 
dalam memahami hilirisasi 
dan transisi energi. Menurut-
nya, generasi muda dapat 
menyampaikan gagasan se-
kaligus mengawasi program 
strategis agar pelaksanaannya 
memperhatikan kebutuhan 
masyarakat.

Ketua DPD KNPI Sumatera 
Selatan Rudianto Widodo 
mengaitkan hilirisasi den-
gan peluang pekerjaan dan 
peningkatan keterampilan. 
Ia mendorong organisasi pe-
muda memperluas edukasi 
energi, inovasi, dan kolaborasi 
dengan perguruan tinggi serta 
dunia usaha.

Ketua DPW Perkumpulan 
Gerakan Kebangsaan Banten 
Muhamad Syamsul Hidayat 
turut menyoroti pentingnya 
keterlibatan pemuda dalam 
evaluasi program prioritas. 
Penyusunan rekomendasi 
dan pengawasan kebijakan 
merupakan bentuk partisi-
pasi yang dapat memperkuat 
akuntabilitas publik. Ketua 
Komisi D DPRD DKI Jakarta 
Yuke Yurike mengingatkan 
agar perayaan Sumpah Pe-
muda tetap memperhatikan 
masyarakat yang sedang 
menghadapi musibah.

Waki l  Menter i  Dalam 
Negeri Akhmad Wiyagus 
menyoroti peran organisasi 
kepemudaan berbasis ko-
munitas, termasuk Karang 
Taruna. Kedekatan organisasi 
lokal dengan persoalan warga 
dapat membantu menjem-
batani aspirasi masyarakat 
dan pelayanan pemerintah.

Kesempatan tersebut harus 
menjangkau pemuda desa, pe-
kerja informal, pencari kerja, 

penyandang disabilitas, serta 
mereka yang tinggal di wila-
yah dengan akses pendidikan 
terbatas. Tantangan setiap ke-
lompok berbeda sehingga ran-
cangan program memerlukan 
data akurat, pendampingan, 
dan pelibatan komunitas. Pe-
merataan berarti memastikan 
kelompok yang paling sulit 
dijangkau turut memperoleh 
manfaat.

Forum kepemudaan telah 
banyak menghasilkan tindak 
lanjut yang dapat dipantau, 
bukan berhenti pada seremo-
ni. Usulan peserta, peluang 
kemitraan, dan hasil kolabora-
si sebaiknya terdokumentasi 
agar kontribusi pemuda ber-
kembang setelah peringatan 
selesai secara berkelanjutan.

Pembangunan pemuda juga 
telah mewarnai ruang de-
mokratis bagi diskusi, kritik, 
advokasi, dan demonstrasi 
damai. Perbedaan pandangan 
dapat dikelola melalui dialog 
terbuka, argumentasi berbasis 
bukti, serta komitmen meng-
hindari kekerasan. Partisipasi 
bermakna mensyaratkan tin-
dak lanjut yang jelas terhadap 
usulan masyarakat.

Sumpah Pemuda mengin-
gatkan bahwa persatuan bu-
kan sekadar ikrar sejarah, 
melainkan kerja bersama lin-
tas generasi. Ketika negara 
memperluas kesempatan dan 
pemuda memperoleh ruang 
untuk berkarya, berinovasi, 
serta menyampaikan aspirasi, 
fondasi pembangunan sosial 
semakin kuat. Semangat pa-
triotik, gigih, dan berempati 
dapat terus menghidupkan 
kolaborasi menuju Indonesia 
yang produktif, inklusif, dan 
berdaya saing. *) Pemerhati 
Pembangunan Sosial

Kembalikan Aset 
Koruptor 
ke Negara

Kesepian di Tengah Keramaian, Potret Kelam Generasi Sekuler
DI tengah gemerlap kota, kampus yang ramai, 
dan linimasa media sosial yang tak pernah sepi, 
banyak anak muda justru merasa sendirian. Me-
reka tampak baik-baik saja, berprestasi, bahkan 
berkecukupan secara materi, tetapi di dalam 
jiwanya menyimpan luka yang tak terlihat. 

KETIKA luka itu 
tak lagi tertang-
gungkan, sebagi-
an memilih jalan 

yang paling tragis. Fenomena 
ini bukan sekadar persoalan 
pribadi, melainkan potret 
kelam sebuah generasi yang 
tumbuh dalam cengkeraman 
sistem sekuler.

Fakta: Krisis Jiwa Generasi Muda
Sepekan terakhir, dua pe-

ristiwa memilukan kembali 
mengetuk nurani publik. Per-
tama, seorang mahasiswa Fa-
kultas Kedokteran Universitas 
Brawijaya berinisial RR (19) 
diduga melakukan percobaan 
bunuh diri di lingkungan kam-
pus pada Kamis (10/9/2026). 
Mahasiswa kedokteran, yang 
kerap dipandang sebagai sosok 
cerdas dengan masa depan 
cerah, ternyata tak luput dari 
tekanan yang menghimpit jiwa.

Kedua, seorang pria beri-
nisial FS (30) ditemukan me-
ninggal dunia diduga bunuh 
diri di kawasan Gelora Bung 
Karno, Jakarta Pusat, pada 
Minggu (6/9/2026) dini hari. 
Sebelumnya, FS sempat men-
gunggah pesan perpisahan 
dan mendonasikan Rp40 juta 
kepada komunitas kesehatan 

OLEH : MAGVIRA, S.Pd

mental. Ironisnya, ia peduli 
pada persoalan kesehatan 
mental orang lain, namun tak 
menemukan pertolongan bagi 
dirinya sendiri.

Data layanan hotline pence-
gahan bunuh diri Healing 119.
id juga menunjukkan bahwa 
klien didominasi kelompok 
usia 21 hingga 30 tahun. Ar-
tinya, krisis kesehatan mental 
paling banyak menimpa gene-
rasi muda, generasi yang se-
mestinya menjadi harapan dan 
tulang punggung peradaban.

Gambaran yang lebih luas 
tampak dari data Kementerian 
Kesehatan. Hasil Cek Kesehatan 
Gratis mencatat bahwa gejala 
depresi dan kecemasan pada 
anak dan remaja lima kali lebih 
besar dibandingkan kelompok 
usia dewasa dan lansia. Seba-
nyak 363.326 pelajar, atau 4,8 
persen dari mereka yang dipe-
riksa, mengalami gejala depresi. 
Skrining terbaru per Juli 2026 
bahkan menemukan gejala de-
presi sudah mulai muncul sejak 
usia sekolah menengah pertama 
dan meningkat pada kelompok 
sekolah menengah atas. Survei 
Kesehatan Mental Remaja Nasi-
onal (I-NAMHS) 2022 sebelum-
nya juga menunjukkan satu dari 
tiga remaja Indonesia, atau 34,9 

persen, mengalami setidaknya 
satu masalah kesehatan mental.

Sulawesi Tengah pun tidak 
berada di luar lingkaran per-
soalan ini. Pada 6 April 2026, 
seorang pria berusia 26 tahun 
ditemukan meninggal dunia 
di kediamannya di Kelurahan 
Petobo, Kecamatan Palu Se-
latan, Kota Palu, dan diduga 
mengakhiri hidupnya. Aparat 
menyebut dugaan penyebab-
nya adalah tekanan mental atau 
depresi yang berkaitan dengan 
persoalan rumah tangga. Wi-
layah yang pernah dihantam 
gempa, tsunami, dan likuefaksi 
pada 2018 ini semestinya menja-
di pengingat betapa pentingnya 
kekuatan jiwa dan solidaritas 
sosial. Namun tekanan hidup 
dan keterbatasan layanan pen-
dampingan psikologis di dae-
rah masih menjadi tantangan 
tersendiri. Para peneliti pun 
mengingatkan bahwa angka bu-
nuh diri di Indonesia kemung-
kinan besar lebih tinggi dari 
yang tercatat karena banyak 
kasus tidak dilaporkan.

Analisis: Buah Pahit Sekularis-
me-Kapitalisme

Pertama, sekularisme men-
cabut akidah dari kehidupan. 
Agama dipinggirkan hanya 
menjadi urusan ritual pribadi, 
sementara kehidupan dia-
tur oleh standar materi. Aki-
batnya, generasi kehilangan 
pegangan saat menghadapi 
tekanan hidup. Tanpa iman se-
bagai benteng, kesulitan terasa 
demikian berat dan mudah 
berujung pada keputusasaan.

Kedua, kapitalisme me-
lahirkan masyarakat yang 
individualistik. Setiap orang 

dituntut berjuang sendiri tan-
pa ikatan masyarakat yang 
kuat. Budaya positivisme yang 
menuhankan pencapaian, di-
tambah obsesi mengejar sukses 
secara individual, membuat 
manusia menjadi asosial. Nilai 
seseorang diukur dari presta-
si, jabatan, dan kepemilikan, 
bukan dari kebermaknaan 
hidup dan kedekatannya den-
gan sesama. Kesepian pun 
merajalela, bahkan di antara 
mereka yang secara materi ber-
kecukupan. Media sosial yang 
seolah menghubungkan justru 
menambah rasa terasing ketika 
setiap orang sibuk memoles ci-
tra keberhasilan dan menyem-
bunyikan kerapuhannya.

Ketiga, semua itu adalah 
buah dari negara yang mene-
rapkan sekularisme-kapitalis-
me. Negara turut memben-
tuk individu yang rapuh dan 
masyarakat yang individua-
listik melalui penerapan sis-
tem pendidikan sekuler yang 
minim penanaman akidah dan 
sistem ekonomi kapitalisme 
yang menciptakan tekanan 
hidup, persaingan tak sehat, 
dan kesenjangan. Karena itu, 
persoalan ini tidak cukup di-
pandang sebagai masalah ke-
sehatan mental individu, tetapi 
sebagai persoalan sistemik.

Konstruksi: Islam Membangun 
Jiwa dan Masyarakat

Pertama, Islam membangun 
akidah sebagai benteng jiwa 
sejak dini. Seorang Muslim 
diajarkan bahwa setiap kesu-
litan adalah ujian dari Allah, 
bahwa Allah tidak membe-
bani seseorang melainkan 
sesuai kesanggupannya (QS 

Al-Baqarah: 286), serta bahwa 
tidak layak berputus asa dari 
rahmat-Nya (QS Yusuf: 87). Is-
lam juga tegas mengharamkan 
bunuh diri (QS An-Nisa: 29). 
Keyakinan inilah yang menjadi 
penahan terkuat bagi seorang 
Muslim dari keputusasaan.

Kedua, Islam membangun 
ikatan yang kuat antara ke-
luarga dan masyarakat ber-
dasarkan akidah. Rasulul-
lah saw. menggambarkan 
kaum mukmin sebagai satu 
bangunan yang saling men-
guatkan. Dengan ikatan ini, 
tidak ada seorang pun yang 
dibiarkan menanggung beban 
hidupnya sendirian dan mera-
sa kesepian. Tetangga peduli, 
keluarga saling menopang, 
dan masyarakat menjadi ruang 
aman bagi setiap orang yang 
sedang berjuang.

Ketiga, semua itu hanya 
dapat terwujud secara utuh 
ketika negara Khilafah me-
nerapkan sistem Islam secara 
kaffah. Negara menerapkan 
sistem pendidikan berbasis 
akidah dan sistem ekonomi 
Islam yang menjamin kese-
jahteraan seluruh rakyat. Dari 
sanalah lahir individu yang 
kokoh dan masyarakat yang 
saling peduli, bukan generasi 
yang rapuh dan kesepian.

Penutup
Kesepian di tengah keramaian 

adalah alarm keras bahwa ada 
yang keliru dalam cara kita men-
gelola kehidupan. Selama seku-
larisme-kapitalisme masih men-
jadi landasan, generasi muda 
akan terus dihadapkan pada 
tekanan tanpa pegangan dan 
keramaian tanpa kebersamaan. *
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SULTENG RAYA – PT 
Bank Rakyat Indonesia (Per-
sero) Tbk atau BRI terus 
memperluas akses pem-
biayaan bagi pelaku usaha 
mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) melalui penyalu-
ran Kredit Usaha Rakyat 
(KUR). Sepanjang Januari 
hingga Agustus 2026, BRI 
telah menyalurkan KUR 
sebesar Rp144,59 triliun ke-

pada 2,76 juta debitur. 
Dari total penyaluran ter-

sebut, sebesar Rp98,86 trili-
un atau 68,38% disalurkan 
kepada sektor produksi, 
mencerminkan fokus BRI 
dalam memperkuat pem-
biayaan bagi aktivitas usaha 
produktif. Sektor pertanian, 
perburuan, dan kehutanan 
menjadi kontributor terbesar 
dengan porsi 42,79% dari 

total penyaluran KUR BRI 
sepanjang Januari hingga 
Agustus 2026, yang men-
cerminkan komitmen Per-
seroan dalam mendukung 
ketahanan pangan nasional.

Besarnya penyaluran 
KUR ke sektor produksi 
juga menunjukkan peran 
strategis BRI dalam mem-
perkuat struktur ekonomi 
kerakyatan, khususnya pada 

SULTENG RAYA - Kepala BP 
BUMN sekaligus COO Danantara 
Indonesia Dony Oskaria blak-bla-
kan mengenai sejumlah aksi bisnis 
BUMN, termasuk rencana pena-
waran saham perdana atau initial 
public offering (IPO). Dalam peta 
jalan yang disampaikan, Dony 
menyebut IPO BUMN belum akan 
terjadi pada tahun ini.

“Mungkin paling cepat itu 2028. 
Setelah ditata, kalau nilainya 
sudah pas, nilainya sudah cocok, 
baru kita IPO-kan,” ujar Dony 
usai menghadiri acara Danantara 
Technology Innovation Investment 
Forum (DTIIF) 2026 di Hotel Fair-
mont, Jakarta. 

Saat ini, lanjut Dony, Danantara 
dan BP BUMN fokus pada sejum-
lah agenda transformasi strategis 
BUMN. Dony mengatakan, pijakan 
awal transformasi BUMN dimulai 
dari program restrukturisasi dan 
konsolidasi pada tahun ini, kemu-
dian berlanjut pada transformasi 
sumber daya manusia (SDM) dan 
budaya perusahaan pada tahun 
depan.

Berikutnya, Dony menyampai-
kan, BUMN akan bergerak pada 
pengembangan inovasi melalui te-
knologi pada 2028 serta penciptaan 
nilai, dengan sebagian perusahaan 
BUMN yang berkinerja baik akan 
melantai di bursa. 

“Kita akan membawa perusa-
haan-perusahaan tersebut ke go 
public pada 2029. Kemudian pada 

2030 kita berharap hanya akan ter-
sisa perusahaan-perusahaan kelas 
dunia di bawah Danantara Indone-
sia,” lanjut Dony.

Dony menyampaikan, proses per-
baikan BUMN akan berjalan secara 
bertahap dan menyeluruh. Dony 
mengatakan, dari 1.074 BUMN, 
banyak yang bergerak di sektor 
bisnis yang sama hingga beroperasi 
sebagai perusahaan berlapis. Se-
bagian besar perusahaan tersebut 
mengambil keuntungan dari satu 
sama lain.

“Bisa dibayangkan, ketika kita 
membangun fiber optik di Tel-
komsel untuk IndiHome, kita har-
us melalui empat perusahaan, 
empat perusahaan yang berbeda. 
Masing-masing perusahaan men-
gambil keuntungan dari transaksi 
tersebut,” sambung Dony.

Untuk itu, ucap Dony, Danantara 
Indonesia memiliki pekerjaan rum-
ah (PR) besar dalam membangun 
tata kelola BUMN terlebih dahulu 
sebelum melangkah maju untuk 
go public. Dony menyampaikan, 
97 persen dividen hanya berasal 
dari delapan BUMN dari total 1.074 
BUMN.

“Lima puluh dua persen dari 
1.074 perusahaan tersebut menga-
lami kerugian. Kerugiannya sekitar 
1,5 miliar dolar AS (kurs Rp 18.130, 
sekitar Rp 27,19 triliun) setiap 
tahun, merupakan total kerugian 
perusahaan-perusahaan di bawah 
Danantara,” kata Dony. ROL

BRI Salurkan KUR Rp144 
Triliun ke 2,76 Juta Debitur

sektor-sektor yang memiliki 
keterkaitan langsung den-
gan aktivitas ekonomi masy-
arakat. Melalui pembiayaan 
kepada pelaku usaha di 
sektor pertanian dan berba-
gai sektor produktif lainnya, 
BRI berupaya mendorong 
peningkatan kapasitas usa-
ha sekaligus memperkuat 
rantai pasok dan aktivitas 
ekonomi di tingkat daerah.

Direktur Micro BRI Ak-
hmad Purwakajaya men-
gungkapkan bahwa capaian 
tersebut menunjukkan kon-
sistensi BRI dalam menga-
rahkan pembiayaan kepada 
sektor-sektor produktif yang 
memiliki dampak langsung 
terhadap aktivitas ekonomi 
masyarakat.

“Penyaluran KUR menja-
di bagian dari komitmen BRI 
dalam memperluas akses 
pembiayaan yang inklu-

sif dan tepat sasaran bagi 
UMKM. Dominasi sektor 
produksi juga menunjukkan 
peran KUR dalam men-
dorong peningkatan pro-
duktivitas, menciptakan ni-
lai tambah, dan memperkuat 
perekonomian di berbagai 
daerah,” ujar Akhmad.

Dalam penyalurannya, 
BRI senantiasa mengede-
pankan ketepatan sasaran, 
prinsip kehati-hatian, dan 
kualitas pembiayaan. Jarin-
gan layanan yang menjang-
kau berbagai wilayah Indo-
nesia turut memperkuat ke-
mampuan Perseroan dalam 
memahami kebutuhan dan 
karakteristik usaha masy-
arakat.

“KUR BRI bukan sekadar 
instrumen pembiayaan, 
tetapi merupakan bagian 
dari upaya memperkuat 
fondasi ekonomi nasional 

dari tingkat akar rumput. 
BRI akan terus menjaga 
kualitas penyaluran KUR 
agar memberikan dampak 
nyata terhadap keberlan-
jutan usaha dan membuka 
kesempatan bagi semakin 
banyak UMKM untuk tum-
buh dan naik kelas,” lanjut 
Akhmad.

Sepanjang periode 2015 
hingga Agustus 2026, BRI 
secara kumulatif  telah 
menyalurkan KUR sebesar 
Rp1.580 triliun kepada 49,2 
juta penerima di seluruh 
Indonesia. Capaian tersebut 
merefleksikan konsistensi 
BRI dalam memperluas in-
klusi keuangan sekaligus 
memperkuat peran UMKM 
sebagai salah satu tulang 
punggung perekonomian 
nasional.

Sejalan dengan komitmen 
memperluas akses pembia-

yaan produktif, BRI juga 
terus mendukung berbagai 
program prioritas pemerin-
tah, termasuk dalam mem-
perkuat akses pembiayaan 
pada sektor perumahan.

Hingga akhir Agustus 
2026, BRI telah menyalurkan 
Kredit Program Perumahan 
(KPP) sebesar Rp11,9 triliun, 
yang terdiri atas KPP De-
mand sebesar Rp9,62 triliun 
dan KPP Supply sebesar 
Rp2,29 triliun. 

“Dengan mengintegra-
sikan akses pembiayaan 
dan pemberdayaan usaha, 
BRI berkomitmen untuk 
mendorong UMKM agar 
semakin produktif, memiliki 
daya saing yang lebih kuat, 
serta mampu memberikan 
kontribusi yang lebih besar 
terhadap pertumbuhan ek-
onomi nasional,” pungkas 
Akhmad. RHT
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Main Dealer Honda Anu-
gerah Perdana melalui edu-
kasi keselamatan berkendara 
mengajak generasi muda un-
tuk tetap tampil percaya diri 
di jalan tanpa mengabaikan 
prinsip #Cari_Aman.

Ada beberapa hal seder-
hana yang bisa diterapkan 
anak muda saat berkendara. 
Mulai dari menggunakan 
helm berstandar SNI dengan 
benar, mengenakan jaket dan 
sepatu, memastikan kondisi 
sepeda motor dalam keadaan 
baik, hingga mematuhi ram-
bu dan marka jalan. 

Pengendara juga perlu 
menghindari penggunaan 
ponsel saat berkendara, tidak 

berkendara secara ugal-uga-
lan demi konten media sosi-
al, serta menjaga jarak aman 
dengan kendaraan lain. Sebe-
lum berangkat, pastikan pula 
kondisi tubuh tetap prima 
agar perjalanan berlangsung 
nyaman. PIC Safety Riding 
Main Dealer Anugerah Per-
dana, Yusman, mengatakan 
bahwa gaya berkendara yang 
keren tidak hanya terlihat 
dari penampilan, tetapi juga 
dari sikap dan tanggung 
jawab di jalan. 

“Generasi muda bisa tetap 
tampil stylish saat berken-
dara, tetapi jangan sampai 
melupakan keselamatan. 
Gunakan perlengkapan ber-

MAIN Dealer Honda Anugerah Perdana saat mengedukasi anak muda untuk selalu menjaga keselamatan berkendara. FOTO: DOK HONDA SULTENG

Tips Berkendara Ala Gen Z, Honda Ajak 
Anak Muda Tetap Stylish dan Cari Aman

SULTENG RAYA – Gaya berkendara men-
jadi salah satu cara generasi Z mengekspresi-
kan diri saat beraktivitas sehari-hari. Namun, 
di balik tren dan gaya yang kekinian, kese-
lamatan tetap menjadi hal utama yang perlu 
diperhatikan.

kendara yang tepat, patuhi 
aturan lalu lintas, dan jadi-
kan #Cari_Aman sebagai 
bagian dari gaya hidup se-

hari-hari,” ujarnya. 
Melalui edukasi kesela-

matan berkendara ini, Honda 
terus mendorong generasi 

muda untuk membangun 
kebiasaan berkendara yang 
aman dan bertanggung 
jawab. Dengan menguta-

makan keselamatan dalam 
setiap perjalanan, anak muda 
dapat tetap mengekspresi-
kan diri sekaligus menjadi 

pengendara yang lebih pedu-
li terhadap keselamatan diri 
sendiri dan pengguna jalan 
lainnya.*/YAT

SULTENG RAYA - Wa-
kapolda Sulawesi Tengah 
(Sulteng), Brigjen Pol Sem-
my Ronny Thabaa melaksa-
nakan kegiatan Polisi Pedu-
li Pendidikan (Polidik) di 
SMA Negeri 1 Palu, Senin 
(26/10/2026). Kegiatan ini 
merupakan upaya mendu-
kung program Quick Wins 
Kapolri. Dalam kegiatan ter-
sebut, Brigjen Semmy Ronny 
Thabaa berdialog langsung 
dengan para siswa-siswi. 
Ia menyampaikan pesan 
tentang pentingnya disiplin 
berlalu lintas dan menguta-
makan keselamatan saat 
berkendara.

Wakapolda Sulteng juga 
mengingatkan para pelajar 
agar tidak mengendarai ken-
daraan dengan kecepatan 
tinggi atau ngebut di jalan 
raya. Menurutnya, perilaku 
tersebut dapat membaha-
yakan diri sendiri maupun 
pengguna jalan lainnya.

Ia juga menyampaikan 
kepada siswa yang belum 

cukup umur agar menunggu 
hingga memenuhi persya-
ratan untuk memiliki Surat 
Izin Mengemudi (SIM).

“Nanti jika kalian sudah 
cukup umur, silakan men-
gurus pembuatan SIM. Itu 
penting sebagai bukti bahwa 
kalian telah memenuhi per-
syaratan untuk berkenda-
ra,” ujar Brigjen Semmy di 
hadapan para siswa.

Selain keselamatan berlalu 
lintas, Wakapolda Sulteng 
turut menjelaskan bahaya 
judi online (judol) kepada 
para pelajar. Ia mengingat-
kan agar siswa tidak terjeru-
mus dalam aktivitas tersebut 
karena dapat berdampak 
buruk terhadap kehidupan 
pribadi dan masa depan 
mereka. Di akhir kegiatan, 
Wakapolda Sulteng Brigjen 
Pol Semmy Ronny Tha-
baa menyerahkan piagam 
penghargaan kepada siswa 
berprestasi yang berhasil 
meraih juara 1 lomba cerdas 
cermat kategori SMA. Pem-

berian penghargaan tersebut 
menjadi bentuk apresiasi 
atas prestasi dan semangat 
belajar para siswa.

Sementara, Kabidhumas 
Polda Sulteng Kombes Pol 
Achmad Muhaimin men-
gatakan, kegiatan Polidik 
menjadi salah satu upaya 
Polri untuk hadir di lingkun-
gan pendidikan sekaligus 
memberikan edukasi kepa-
da generasi muda mengenai 
keselamatan, kedisiplinan, 
dan bahaya perilaku negatif.

Ia berharap melalui ke-
giatan tersebut, para siswa 
semakin memahami pen-
tingnya menaati aturan lalu 
lintas, menjauhi judi online, 
serta menjadi generasi muda 
yang disiplin dan bertang-
gung jawab. 

"Kegiatan Polidik ini me-
rupakan bagian dari upaya 
Polda Sulteng mendukung 
program Quick Wins Kapol-
ri melalui pendekatan edu-
katif kepada masyarakat," 
jelasnya.*/YAT

WAKAPOLDA Sulteng, Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa saat melaksanakan kegiatan Polisi Peduli Pendi-
dikan (Polidik) di SMA Negeri 1 Palu, Senin (26/10/2026). FOTO: BIDHUMAS POLDA SULTENG

WAKAPOLDA SULTENG 

Edukasi Siswa SMAN 1 Palu Soal 
Keselamatan Berkendara dan Bahaya Judol

SULTENG RAYA - Deta-
semen Gegana Satuan Brimob 
(Satbrimob) Polda Sulawesi 
Tengah (Sulteng) menun-
jukkan komitmennya dalam 
mendukung keamanan dan 
kelancaran kegiatan olahraga 
di Sulawesi Tengah melalui 
pelaksanaan sterilisasi lo-
kasi Kongres Biasa Persatuan 
Sepakbola Seluruh Indone-
sia (PSSI) Provinsi Sulawesi 
Tengah Tahun 2026, yang 
berlangsung di Hotel Santika 
Palu, Ahad (25/10/2026).

Kegiatan sterilisasi tersebut, 
dilaksanakan sebagai langkah 
antisipatif guna memastikan 
lokasi pelaksanaan kongres 
berada dalam kondisi aman, 
sehingga seluruh rangkaian 
kegiatan dapat berlangsung 
dengan tertib, lancar, dan 
kondusif. 

Melalui pelaksanaan tugas 
tersebut, personel Detasemen 
Gegana melakukan pemeriks-
aan keamanan di area kegi-
atan sebagai bagian dari upaya 
pencegahan terhadap potensi 
gangguan yang dapat memen-
garuhi jalannya kongres.

Komandan Detasemen Ge-
gana Satbrimob Polda Sulteng, 
Kompol Dr. Robi Utomo, 
menegaskan bahwa kehadiran 
personel Gegana merupa-
kan bentuk dukungan Polri 
terhadap penyelenggaraan 
kegiatan masyarakat, terma-
suk agenda penting dalam 
pengembangan olahraga se-
pak bola di Sulawesi Tengah.

SULTENG RAYA - Dan-
satbrimob Polda Sulawesi 
Tengah (Sulteng), Kombes Pol 
Kurniawan Tandi Rongre, me-
mimpin personel Satbrimob 
Polda Sulteng melaksanakan 
ibadah bersama jemaat di 
Gereja Dome of Bethany Palu 
dalam kegiatan Minggu Kasih, 
Ahad (25/10/2026). 

Kegiatan ini merupakan 
wujud implementasi Program 
Prioritas Kapolri melalui pen-
dekatan keagamaan, komuni-
kasi langsung, dan penguatan 
hubungan antara Polri dengan 
masyarakat. Dalam kesem-
patan tersebut, Kombes Pol. 
Kurniawan Tandi Rongre, 
menyampaikan sambutan 
sekaligus pesan keamanan 
dan ketertiban masyarakat 
(kamtibmas) kepada jemaat 
yang mengikuti ibadah. 

Ia menjelaskan bahwa ke-
hadiran personel kepolisian 
dalam kegiatan ibadah bersa-
ma masyarakat bukan hanya 
untuk menjalankan ibadah, 
tetapi juga menjadi sarana 
mempererat persaudaraan 
dan membuka ruang komuni-
kasi antara Polri dengan masy-
arakat. “Keberadaan personel 
kepolisian dalam masyarakat 
dalam bentuk ibadah adalah 
guna mempererat persauda-
raan, memperoleh masukan 
dan informasi dari masyarakat 
sesuai dengan program Ming-
gu Kasih dari Kapolri yaitu 
kegiatan ibadah bersama dan 
berinteraksi langsung di gereja 
guna menyampaikan pesan 
kamtibmas kepada jemaat. 
Kami berharap masyarakat 
dapat memberikan masukan 
terkait gangguan kamtibmas 
serta tidak ragu menyampai-
kan keluh kesah terkait situasi 

DANSATBRIMOB Polda Sulteng, Kombes Pol Kurniawan Tandi 
Rongre, saat memimpin personel Satbrimob Polda Sulteng me-
laksanakan ibadah bersama jemaat di Gereja Dome of Bethany 
Palu dalam kegiatan Minggu Kasih, Ahad (25/10/2026). FOTO: 
DOK SATBRIMOB POLDA SULTENG

DANSATBRIMOB POLDA SULTENG 

Pererat Kedekatan dengan Jemaat 
di Gereja Dome of Bethany Palu

keamanan,” ujar Kombes Pol. 
Kurniawan Tandi Rongre.

Program Minggu Kasih 
menjadi kesempatan bagi per-
sonel kepolisian untuk hadir 
lebih dekat dengan masyara-
kat melalui interaksi langsung 
di lingkungan tempat ibadah. 
Melalui komunikasi tersebut, 
masyarakat diharapkan mera-
sa lebih leluasa menyampai-
kan informasi, masukan, mau-
pun persoalan yang berkaitan 

dengan kondisi keamanan di 
lingkungan mereka.

Usai pelaksanaan ibadah 
dan penyampaian pesan kam-
tibmas, kegiatan dilanjutkan 
dengan interaksi langsung 
antara Dansatbrimob Polda 
Sulteng dan jemaat. Dalam 
kesempatan itu, Dansatbri-
mob menerima masukan serta 
keluhan masyarakat sebagai 
bagian dari upaya memban-
gun komunikasi dua arah 

dan memahami berbagai per-
soalan yang dirasakan warga.

Kehadiran personel Sat-
brimob di Gereja Dome of 
Bethany Palu juga mencer-
minkan bahwa pelayanan 
kepolisian tidak terbatas pada 
pelaksanaan tugas pengama-
nan, tetapi turut diwujudkan 
melalui kebersamaan, kepe-
dulian, dan kesediaan untuk 
mendengarkan masyarakat. 
Pendekatan tersebut menjadi 
bagian penting dalam mem-
bangun kepercayaan serta 
mempererat hubungan antara 
Polri dan warga.

Melalui kegiatan Minggu 
Kasih, Satbrimob Polda Sula-
wesi Tengah terus mendorong 
terwujudnya hubungan yang 
terbuka dan harmonis dengan 
masyarakat. Dengan adanya 
ruang dialog secara langs-
ung, diharapkan masukan 
dan keluhan warga dapat 
menjadi perhatian bersama 
dalam menjaga keamanan, 
memperkuat persaudaraan, 
serta menciptakan lingkungan 
yang aman dan kondusif di 
Kota Palu.*/YAT

PERSONEL Detasemen Gegana Satbrimob Polda Sulteng saat melaksana-
kan sterilisasi lokasi Kongres Biasa PSSI Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 
2026, di Hotel Santika Palu, Ahad (25/10/2026). FOTO: DOK SATBRIMOB 
POLDA SULTENG

Satbrimob Polda Sulteng Sterilisasi 
Keamanan Kongres PSSI Sulteng 2026

“Pelaksanaan sterilisasi ini 
merupakan bagian dari tugas 
preventif Detasemen Gegana 
untuk memastikan setiap ke-
giatan masyarakat dapat ber-
langsung dengan aman dan 
nyaman. Kami mendukung 
terselenggaranya Kongres 
PSSI Sulawesi Tengah Tahun 
2026 sebagai momentum po-
sitif bagi kemajuan sepak bola 
daerah. Harapannya, seluruh 
rangkaian kegiatan berjalan 
lancar dan menghasilkan lang-
kah-langkah yang membawa 
kemajuan bagi dunia sepak 
bola Sulawesi Tengah,” kata-
nya. Lebih lanjut, kegiatan ini 
juga mencerminkan komit-
men Satbrimob Polda Sulteng 
dalam menghadirkan pelay-
anan kepolisian yang profe-
sional dan responsif terhadap 
berbagai kegiatan masyarakat.

Dukungan pengamanan 
terhadap pelaksanaan Kon-
gres PSSI Sulawesi Tengah 
menjadi salah satu wujud 
nyata semangat “Polisi Ber-
sama Masyarakat”, di mana 
kehadiran Polri tidak hanya 
berorientasi pada pemeliha-
raan keamanan, tetapi juga 
turut mendukung terciptanya 
situasi yang kondusif bagi 
perkembangan olahraga dan 
aktivitas positif masyarakat.

Dengan terlaksananya 
kegiatan sterilisasi tersebut, 
Detasemen Gegana Satbri-
mob Polda Sulteng berharap 
Kongres Biasa PSSI Sulawesi 
Tengah Tahun 2026 dapat 
berjalan aman dan lancar 
serta menjadi momentum 
memperkuat pembinaan dan 
kemajuan prestasi sepak bola 
di Sulawesi Tengah.*/YAT

KEPALA BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria. FOTO: ANTARA 

IPO BUMN Paling 
Cepat 2028

SULTENG RAYA - Men-
teri Pertanian (Mentan) Andi 
Amran Sulaiman telah men-
yiapkan anggaran Rp 1 trili-
un untuk penyediaan bibit 
jagung, sarana pendukung 
sebagai upaya penjaminan 
pasokan pakan ternak. Hal 
ini disampaikan usai Amran 
menggelar rapat koordinasi 
kemitraan jagung pakan 
bersama sekitar 1.000 lebih 
peternak.

Amran mengatakan ang-
garan tersebut akan diguna-
kan untuk membangun ek-
osistem dari hulu ke hilir, 
mulai dari peternak, petani 
jagung dalam kesatuan ko-
perasi.

“Jadi, tanam jagung sen-
diri dibantu oleh pusat,” 
ujar Amran saat konferensi 
pers di Kementerian Perta-
nian, Jakarta Selatan, Selasa 
(27/10/2026). 

Dari total kebutuhan ja-
gung nasional yang men-
capai 1,8 juta ton per tahun, 
pemerintah mendorong pro-
duksi melalui penanaman 
seluas 300.000 hektare (ha) 
dengan estimasi produksi 
mencapai 2,1 juta ton.

Jika terjadi kelebihan pa-
sokan di wilayah tersebut, 
Perum Bulog akan bertin-
dak sebagai off-taker yang 
menampung hasil panen. 
Selanjutnya, jagung ter-
sebut dapat ditebus dan 
dibeli kembali oleh peternak 
menggunakan subsidi pe-
merintah melalui Stabilisasi 
Pasokan dan Harga Pangan 
(SPHP).

“Tetapi peternak yang 
menyetor ke Bulog, ini kaya 
resi gudang, seperti resi 
gudang, ini nanti yang me-
nebus, membeli kembali 
dengan subsidi pemerintah, 

S U L T E N G  R A Y A  - 
Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Yassierli menar-
getkan pembahasan Upah 
Minimum Provinsi (UMP) 
2027 di tingkat pemerintah 
pusat rampung pada akhir 
November 2026. Namun, 
Yassierli belum memastikan 
tanggal penyelesaiannya.

Sebagai informasi pemba-
hasan UMP melibatkan Lem-
baga Kerja Sama (LKS) Tripar-
tit Nasional. LKS Tripartit 
Nasional terdiri dari unsur 
pemerintah, pengusaha, dan 
pekerja atau serikat buruh.

“Targetnya kita punya 
target minggu terakhir No-
vember insyaallah. Akhir 
November lah, tanggalnya 
saya lupa, jadi akhir Novem-
ber itu sudah selesai mini-
mal di level kitanya,” kata 
Yassierli di Gedung Vokasi 
Kemnaker, Jakarta Selatan, 
Selasa (27/10/2026). 

Yassierli mengatakan, 
pembahasan UMP akan di-

lakukan melalui mekanisme 
yang sudah ditetapkan, mu-
lai dari Dewan Pengupahan 
Nasional hingga dilanjutkan 
secara berjenjang ke Dewan 
Pengupahan Daerah.

“Terkait UMP kita sudah 
punya mekanismenya, nanti 
dibahas di Dewan Pengupa-
han Nasional, dan nanti 
akan ada berjenjang ke De-
wan Pengupahan Daerah,” 
tuturnya.

Sebelumnya, Yassierli 
sempat menanggapi kalan-
gan buruh yang mengu-
sulkan kenaikan UMP 2027 
sebesar 7% hingga 9,5%. 
Yassierli mengatakan usulan 
tersebut menjadi salah satu 
bahan pertimbangan dalam 
pembahasan pengupahan.

“Ya itu kan satu masukan 
dari buruh. Nanti kan tentu 
juga nanti dikaji di Dewan 
Pengupahan Nasional, nanti 
juga Dewan Pengupahan 
Daerah,” sebut Yassierli, 
Rabu (21/10/2026).(*/RHT)

Menaker Targetkan 
Pembahasan 

UMP Rampung 
Akhir November

MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. FOTO: RETNO 

AYUNINGRUM/DETIKCOM

Pemerintah Siapkan 
Anggaran Bibit Jagung 

Pakan Ternak Rp 1 Triliun

SPHP, kalau dia kurang, 
tetapi selama September, 
Oktober, November, Desem-
ber, tetapi kalau lebih, sudah 
lebih, minta persetujuan 
mereka untuk diserahkan ke 
peternak lain manakala ada 
kekurangan. Jadi ini clear,,” 
jelas Amran.

Untuk menjaga stabilitas 
harga pakan, pemerintah 
juga mematok harga impor 
soybean meal (SBM) melalui 
ID Food maksimal di angka 
Rp 8.630 per kilogram (kg) 
agar tidak memberatkan 
peternak. Menurut Amran, 
harga SBM di pengusaha 
justru lebih mahal hing-

ga mencapai Rp 12.000/
kg. Untuk itu, pemerintah 
mengatur agar impor SBM 
dialihkan ke BUMN Pangan 
demi harga terkendali.

“Kita subsidi sampai 
Desember, kami alihkan 
anggaran Rp 300 miliar un-
tuk 300.000 hektare. Tahun 
depan, kami berikan lagi 
Rp 300 miliar, berarti Rp 
600 miliar. Kelengkapan-
nya traktor 100, dryer 100, 
pompa juga 100, kami be-
rikan hari ini. Jadi kurang 
lebih anggaran dengan 
tahun depan mungkin Rp 
1 triliunan,” imbuh Am-
ran. DTC
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Komisioner KPU Pari-
gi Moutong, Mohammad 
Iskandar Mardani, men-
gatakan koordinasi terse-
but bertujuan memperkuat 
sinergi dan silaturahmi an-
tara penyelenggara pemilu 
dengan partai politik, seka-
ligus memastikan data yang 
tercatat tetap akurat dan 
mutakhir.

Menurutnya, data ke-
pengurusan, anggota serta 
domisili kantor partai poli-
tik di tingkat daerah perlu 
diperbarui secara berkala 
untuk mendukung tertib 
administrasi kepartaian.

“Koordinasi ini merupa-
kan bagian dari komitmen 
KPU dalam menjaga kelan-
caran tata kelola adminis-
trasi partai politik secara 
berkelanjutan,” ujarnya.

Iskandar menambahkan, 
pemutakhiran data secara 
berkelanjutan merupakan 

langkah strategis untuk 
menjamin validitas dan 
akurasi data partai politik 
di Kabupaten Parigi Mou-
tong. 

Dengan demikian, partai 
politik diharapkan dapat 
memastikan kelengkapan 
administrasinya sebelum 
memasuki tahapan verifi-
kasi peserta Pemilu 2029.

Sementara itu, Ketua DPC 
Partai Demokrat Kabupaten 
Parigi Moutong, Moh. Nur 
Dg Rahmatu, menyambut 
positif kunjungan jajaran 
komisioner KPU tersebut.

 Ia menilai koordinasi 
itu menjadi pengingat bagi 
partai politik untuk terus 
memperbarui data pengurus 
dan anggota sebagai bagian 
dari persiapan menghadapi 
tahapan pemilu mendatang.

“Kami berterima kasih 
atas kunjungan para komi-
sioner KPU Parigi Moutong 

dalam rangka koordinasi pe-
mutakhiran data pengurus 
dan anggota partai politik. 
Kegiatan ini mengingatkan 
kami agar selalu memper-
barui data anggota partai, 
sehingga administrasi tetap 
tertib dan sesuai dengan 
kondisi sebenarnya,” kata 
Moh. Nur.

Ia menegaskan, DPC Par-
tai Demokrat Kabupaten 
Parigi Moutong siap meng-
hadapi proses verifikasi 
partai politik peserta Pemilu 
2029.

Menurut dia,  kepen-
gurusan partai mulai dari 
tingkat DPC hingga Dewan 
Pimpinan Anak Cabang 
(DPAC) di kecamatan serta 
sebagian kepengurusan di 
tingkat ranting telah ter-
bentuk dan dinyatakan siap 
untuk diverifikasi.

“Kami pada prinsipnya 
siap menghadapi verifikasi 

partai politik peserta Pe-
milu 2029. Kepengurusan 
mulai dari DPC dan DPAC 
di tingkat kecamatan  serta 
sebagian di tingkat ranting 
telah lengkap dan kami siap 
mengikuti proses verifikasi 
sesuai ketentuan yang ber-
laku,” ujarnya.

Kunjungan koordinasi ter-
sebut dihadiri lima komisio-
ner KPU Kabupaten Parigi 
Moutong, yakni Ketua KPU 
Ariyana bersama empat ang-
gota, Mohammad Iskandar 
Mardani, Daiman Hidayat, 
Maskar, dan I Made Koto 
Parianto.

Melalui koordinasi ini, 
KPU dan Partai Demokrat 
diharapkan dapat menjaga 
komunikasi serta memasti-
kan pembaruan data kepar-
taian berjalan secara ber-
kelanjutan sebagai bagian 
dari persiapan menghadapi 
Pemilu 2029. AJI

jadi terpidana atau sedang 
terlibat masalah hukum/
kriminal tertentu.

Bakal Caketum juga wajib 
mengantongi surat dukun-
gan atau rekomendasi res-
mi dari anggota pemilik 
suara Asprov PSSI Sulteng 
minimal 40% baik Askab 
dan asosiasi maupun klub. 
Askab dan asosiasi minimal 
6, klub minimal 3.

Sementara untuk persy-
aratan administratif, wajib 
menyerahkan Curriculum 
Vitae (CV), pasfoto, salinan 
KTP, serta mengisi formulir 
pendaftaran dan lembar 
deklarasi resmi dari Komite 
Pemilihan.

Selain pemenuhan berkas 
administrasi umum, Asprov 
PSSI Sulteng menetapkan 
ketentuan deposit admi-
nistrasi berupa dana peny-
etoran sebesar Rp500 juta 
saat pengambilan formulir 

pendaftaran dan Rp500 juta 
saat pengembalian formulir.

Plt Sekretaris Umum As-
prov PSSI Sulteng, Samsu-
rijal Labatjo, menegaskan 
bahwa syarat administrasi 
financial ini telah disepakati 
oleh Komite Pemilihan serta 
mendapatkan persetujuan 
dari Plt Ketua Umum dan 
Sekjen PSSI Pusat.

Ijal menggaransi bahwa 
seluruh dana pendafta-
ran bakal calon tersebut 
tidak akan mengendap 
di kantong pengurus As-
prov maupun panitia. Seb-
aliknya, anggaran tersebut 
disalurkan penuh sebagai 
dana pembinaan bagi pemi-
lik suara di daerah.

“Nantinya, uang admi-
nistrasi pendaftaran bakal 
calon itu tidak akan diguna-
kan untuk PSSI Sulteng atau 
panitia, melainkan tetap 
didistribusikan ke Askab, 

Askot, dan klub sebagai 
bagian dari pembinaan ser-
ta penyehatan organisasi 
dan klub,” jelas Samsurij-
al Labatjo di Palu, Selasa 
(27/10/2026).

Pada proses perhelatan 
Kongres Luar Biasa (KLB) 
mendatang, tercatat seba-
nyak 22 pemilik hak suara 
(voters) resmi yang terve-
rifikasi dan tervalidasi. Pe-
milik suara tersebut terdiri 
atas 13 Askab/Askot PSSI, 
2 Asosiasi Sepak Bola, dan 7 
Klub anggota resmi Asprov 
PSSI Sulteng.

Plt Wakil Ketua Umum 
Asprov PSSI Sulteng, Rach-
mansyah Ismail, mengajak 
seluruh masyarakat Su-
lawesi Tengah yang me-
menuhi syarat untuk berani 
tampil mencalonkan diri. 
Mantan Pj Bupati Morowa-
li ini menegaskan kepen-
gurusan transisi bersikap 

netral dan siap mengawal 
KLB berjalan aman serta 
transparan.

“Siapa saja bisa mendaf-
tar menjadi bakal calon 
ketua umum dan kami buka 
seluas-luasnya untuk masy-
arakat Sulawesi Tengah. 
Siapa pun panitia penye-
lenggara harus memasti-
kan pelaksanaan kongres 
berjalan baik. Saya tidak 
memiliki kepentingan pri-
badi, dua kuncinya, aman 
dari sisi apa pun dan sukses 
dalam keberhasilannya,” 
tegas Rachmansyah Ismail.

Melalui pembukaan pen-
daftaran ini, perhelatan 
KLB Asprov PSSI Sulteng 
2026 diharapkan berjalan 
demokratis dan melahirkan 
sosok pimpinan definitif 
yang mampu membawa 
sepak bola Sulawesi Tengah 
menembus kancah nasio-
nal.*WAN

“Selain kontribusi tang-
guh dari investor domestik 
Indonesia Rp137,78 miliar, 
daya tarik investasi daerah 
juga diperkuat oleh aliran 
modal internasional dari 
China Rp128,06 miliar, 
Taiwan Rp10,59 miliar, 
Singapura Rp1,80 miliar, 
serta Hong Kong Rp20 
miliar berdasarkan data 
terhimpun oleh Dinas Pe-
nanaman Modal,” ujarnya.

Menurutnya, kinerja in-
vestasi yang solid menun-
jukkan keselarasan den-

gan agenda transformasi 
ekonomi nasional melalui 
penguatan nilai tambah 
dan diversifikasi sektoral, 
yang mana sektor industri 
logam dasar tampil se-
bagai kontributor utama 
sebesar Rp128,17 miliar, 
diikuti oleh sektor tanaman 
pangan, perkebunan, dan 
peternakan Rp40,68 miliar.

Kemudian listrik, gas, 
dan air Rp38,29 miliar, per-
tambangan Rp36,47 miliar, 
serta perumahan, kawasan 
industri, dan perkantoran 

Rp18,16 miliar.
Delis menjelaskan opti-

malisasi capaian tersebut 
turut ditopang kepastian 
berusaha yang kondusif 
bagi korporasi skala besar.

“Distribusi investasi 
yang merata di berbagai 
kantong pertumbuhan wi-
layah, mulai dari Keca-
matan Petasia Rp104,32 
miliar, Mori Atas Rp42,26 
miliar, Soyo Jaya Rp33,97 
mil iar ,  Petas ia  Timur 
Rp29,27 miliar, hingga 
Mori Utara Rp18,61 miliar 

yang secara nyata mencip-
takan lapangan kerja dan 
menggerakkan perekono-
mian masyarakat lokal,” 
kata dia menuturkan.

Ia menambahkan realisa-
si investasi daerah sejalan 
dengan resiliensi pereko-
nomian nasional yang tum-
buh kuat sebesar 5,29 per-
sen year on year (y-on-y) 
dan akselerasi hilirisasi in-
dustri yang menyumbang 
Rp480 triliun bagi capaian 
investasi nasional hingga 
September 2026. ANT

trik. Dalam pembahasan 
lanjutan, Kadin juga me-
nawarkan peluang kerja 
sama di bidang perikanan, 
teknologi transportasi, ser-
ta pengembangan energi 
terbarukan.

“Kami melihat ini sebagai 
peluang yang tidak akan 
kami sia-siakan. Kami su-
dah menawarkan skema 
investasi kepada Duta Be-
sar Rusia. Saat ini, mereka 
sedang mempelajari tawa-

ran tersebut dan kami akan 
melanjutkan komunikasi,” 
ujarnya pula.

Menurut Gufran, pem-
bicaraan mengenai ker-
ja sama tersebut masih 
memerlukan pendalaman 
untuk menentukan bentuk 
investasi, kebutuhan tekno-
logi, dan skema kemitraan 
yang sesuai dengan potensi 
ekonomi Sulteng.

Ia mengatakan komuni-
kasi lanjutan dapat dilaku-

kan di Jakarta maupun di 
Sulteng, bergantung pada 
kebutuhan pembahasan 
dan perkembangan penja-
jakan antara kedua pihak.

Kadin berharap kerja 
sama tersebut tidak hanya 
membuka peluang ma-
suknya modal, tetapi juga 
memberikan kesempatan 
kepada pengusaha lokal 
untuk terlibat dalam pen-
gembangan usaha serta 
pemanfaatan teknologi. ANT

terhadap mata pencaharian 
para pekerja tersebut.

Meski demikian, ketika 
ditanya mengenai ketentu-
an spesifik yang menjadi 
dasar penerbitan barcode 
saat dokumen kapal telah 
kedaluwarsa, Kornelius 
tidak menyebutkan aturan 
yang secara khusus mem-
bolehkan praktik tersebut. Ia 
hanya menjelaskan bahwa 
sebelumnya telah dilakukan 
koordinasi, termasuk kon-
sultasi dengan BPH Migas.

Terkait data kapal yang 
dokumennya tidak aktif 
tetapi tetap memperoleh 
barcode BBM bersubsidi, 
Kornelius mengaku tidak 
mengetahui secara terpe-
rinci.

“Persisnya Ibu Kepala 
Bidang (Kabid) yang tahu 
itu,” ujarnya.

Kepala Bidang Pengem-
bangan Pembiayaan dan 

Tata Pengelolaan Pelabuhan 
Perikanan (P2TPI) DKP 
Parigi Moutong, Mashe-
ning, menyebut terdapat 
tiga kapal di wilayah eks 
Kecamatan Parigi yang do-
kumennya berstatus tidak 
aktif.

“Kapal yang tidak leng-
kap ini hanya tiga sebe-
narnya. Ini khusus di wi-
layah eks Parigi,” kata Ma-
shening.

Ia mengakui, penerbitan 
barcode ketika dokumen 
kapal belum diperpanjang 
telah berlangsung sekitar 
satu tahun.

Menurut Mashening, per-
syaratan penerbitan barcode 
meliputi Kartu Pelaku Usa-
ha Kelautan dan Perikanan 
(KUSUKA), Nomor Induk 
Berusaha (NIB), serta do-
kumen perizinan lainnya. 
Dalam praktiknya, barcode 
dapat terbit ketika masih 

terdapat dokumen yang bisa 
diunggah dan diterima oleh 
aplikasi.

Namun, ia mengakui 
bahwa penerbitan barcode 
tidak semestinya dilakukan 
apabila seluruh persyaratan 
harus dipenuhi sesuai ke-
tentuan yang berlaku.

“Kalau memang betul-be-
tul berasaskan aturan yang 
ada, tidak bisa,” ujarnya.

Mashening menjelaskan, 
kondisi pemilik kapal men-
jadi salah satu pertimban-
gan dalam kebijakan terse-
but. DKP juga menyatakan 
bahwa pemilik kapal telah 
diminta membuat surat 
pernyataan untuk men-
gurus dokumen yang ke-
daluwarsa. Kendati demi-
kian, proses perpanjangan 
disebut masih mengalami 
kendala.

Selain persoalan barco-
de, penerbitan Surat Laik 

Operasi (SLO) turut menjadi 
perhatian. Mashening men-
gatakan, penerbitan doku-
men tersebut merupakan 
kewenangan petugas dari 
instansi perikanan provinsi. 
Keterbatasan jumlah petu-
gas disebut menjadi salah 
satu kendala pelayanan di 
sejumlah wilayah.

Ia menyebut beberapa 
kapal yang diketahui me-
miliki SLO, di antaranya 
Arta Bintang Aries, Waras 
Abadi, Anugerah Lestari, 
dan Nurprima. Namun, ia 
belum dapat memastikan 
jumlah keseluruhan kapal 
yang telah mengantongi 
dokumen tersebut.

DKP Parigi Moutong be-
rencana kembali memanggil 
pemilik kapal untuk men-
gevaluasi kelengkapan ad-
ministrasi dan mendorong 
penyelesaian dokumen yang 
belum diperpanjang. AJI

Personel dikerahkan 
untuk melakukan pence-
gahan, deteksi dini, pa-
troli di wilayah rawan, 
penanganan kebakaran, 
serta penegakan hukum 
terhadap dugaan tindak 
pidana pembakaran hutan 
dan lahan.

Kompol Henry Bur-
hanuddin menegaskan, 
pencegahan menjadi prio-
ritas utama dalam menang-
gulangi karhutla. Menurut-
nya, deteksi dini dan patroli 
terpadu diperlukan agar 
potensi kebakaran dapat 
diketahui dan ditangani 
sebelum meluas.

Ia juga meminta seluruh 
personel meningkatkan pe-
mantauan wilayah rawan, 
mengoptimalkan penga-
wasan titik panas (hot-
spot), serta memperkuat 
koordinasi dengan TNI, 
pemerintah daerah, Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD), dan unsur 

terkait lainnya.
“Begitu ditemukan in-

dikasi kebakaran, harus 
segera dilakukan langkah 
penanganan yang cepat, 
tepat, dan terkoordinasi 
agar api tidak meluas dan 
membahayakan kesela-
matan warga,” tegasnya.

Selain kesiapsiagaan per-
sonel, Henry mengimbau 
masyarakat tidak membuka 
atau membersihkan lahan 
dengan cara membakar. 
Ia mengingatkan, api yang 
awalnya kecil dapat menye-
bar dengan cepat, terutama 
ketika cuaca kering dan 
angin kencang.

Masyarakat juga diminta 
segera melaporkan kepada 
petugas apabila menemu-
kan titik api atau aktivitas 
pembakaran yang berpo-
tensi memicu karhutla.

Di Kabupaten Parigi 
Moutong, apel tersebut 
melibatkan personel ga-
bungan dari TNI melalui 

Koramil Parigi, Sat Samap-
ta, Sat Polair, Sat Lantas, Sat 
Intelkam, Sat Reskrim, Sat 
Resnarkoba, staf gabungan, 
Satuan Polisi Pamong Praja, 
serta BPBD Kabupaten Pa-
rigi Moutong.

Operasi Aman Tinom-
bala 2026 juga mengede-
pankan penegakan hukum 
secara profesional dan pro-
porsional terhadap pihak 
yang terbukti melakukan 
pembakaran hutan dan 
lahan secara melanggar 
hukum. Penindakan dila-
kukan berdasarkan bukti 
yang sah dan sesuai keten-
tuan perundang-undangan.

Polres Parigi Moutong 
berharap keterlibatan se-
luruh unsur dan partisipasi 
masyarakat dapat menekan 
risiko karhutla, melindungi 
keselamatan warga, serta 
menjaga kelestarian ling-
kungan di Kabupaten Pa-
rigi Moutong dan wilayah 
Sulawesi Tengah. AJI

SULTENG RAYA - Bintang timnas Inggris, 
Harry Kane harus melewati jalan terjal dalam 

merintis karier hingga akhirnya bisa meme-
nangkan Ballon d’Or 2026.

Pemain kelahiran London, 
28 Juli 1993 itu mengawali 
perjalanan di sepak bola 

bersama akademi Ridgeway 
Rovers pada 1999 sebelum 
bergabung ke akademi Ar-

senal pada 2001.
Sempat kembali ke Ridge-

way Rovers pada 2002 dan 
pindah ke Watford (2004), 
Kane melanjutkan lembaran 
ke akademi Tottenham Hot-
spur pada 2004 hingga 2010. 
Setelah bergabung ke Spurs, 
pemain keturunan Irlandia 

itu sempat dipinjamkan ke 
berbagai klub.

Kenapa Kane Lebih Pantas 
Rebut Ballon d’Or daripada 
Mbappe dan Yamal?

Harry Kane merintis dari 
kasta ketiga Liga Inggris 
saat dipinjamkan ke Leyton 
Orient FC selama lima bulan 

pada 2011. Kane kemudian 
dialihkan ke Millwall di 
divisi Championship pada 
awal 2012.

Lalu pada Agustus 2012, 
giliran Norwich City me-
minjam jasa Kane untuk 
mengarungi Premier Le-
ague 2012/2013. Namun 
bakatnya belum muncul ke 
permukaan karena hanya 
tampil lima kali tanpa gol.

Spurs kemudian menga-
lihkan Harry Kane ke Lei-
cester City pada awal 2013. 
Di sinilah titik balik karier 
Kane sebagai ujung tombak 
cukup terbukti dengan dua 
gol dari 15 penampilan.

Kane kemudian dikemb-
alikan ke Spurs jelang mu-
sim 2013/2014. Keputusan 
pelatih Andre Villas-Boas 
mempercayakan posisi no-
mor 9 dipegang maksimal 
oleh Kane.

Meski Villas-Boas ha-

nya separuh musim ber-
sama Spurs, Kane tetap 
jadi ujung tombak andalan 
hingga mempersembahkan 
12 gol dan tujuh assist dari 
27 penampilan di semua 
kompetisi pada musim 
2013/2014.

Sejak saat itu Kane jadi 
penghuni tetap lini depan 
The Lilywhites. Ia bertahan 
di London Utara selama 10 
musim dengan rapor 280 
gol dan 63 assist dari 435 
penampilan.

Harry Kane kemudian 
membuka lembaran baru 
ke Bundesliga bersama 
Bayern Munchen. Meski 
sudah memasuki usia senja 
dalam lingkup pesepakbo-
la, Kane tetap tajam di lini 
depan.

Sejauh ini Kane sudah 
mencetak 156 gol dari 159 
pertandingan. Di samping 
itu, Kane juga memper-

sembahkan dua gelar Bun-
desliga, satu DFB Pokal, 
dua Super Cup German, 
dan dua trofi sepatu emas 
Eropa.

Di level internasional, 
Kane mencatat debut di 
timnas Inggris pada 2015 
dan jadi kapten sejak 2018. 
Sejauh ini, Kane sudah 
menyarangkan 91 gol dari 
125 caps bersama The Three 
Lions.

Kane kembali jadi soro-
tan setelah mencetak 73 
gol dari 65 pertandingan 
di musim 2025/2026 untuk 
Bayern Munchen dan tim-
nas Inggris di Piala Dunia 
2026. Catatan itu plus trofi 
yang diraih Bayern  dan 
keberhasilan Inggris me-
nempati peringkat ketiga 
di Piala Dunia 2026 di-
pandang jadi faktor utama 
Kane memenangkan Ballon 
d’Or 2026. CNN

HARRY KANE merintis karier sepak bola dari kasta ketiga Liga Inggris. 
FOTO:  ACTION IMAGES VIA REUTERS/MATTHEW CHILDS
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Prof Rajindra menegas-
kan, peringatan Sumpah 
Pemuda tidak seharusnya 
hanya menjadi kegiatan se-
remonial setiap tahun, tetapi 
harus mampu membang-
kitkan kesadaran generasi 
muda untuk berkontribusi 
bagi bangsa dan negara.

“Setiap tanggal 28 Okto-
ber, kita selalu memperin-
gati Hari Sumpah Pemuda. 
Namun, peringatan ini jan-
gan hanya berhenti pada 
kegiatan seremonial. Harus 
ada kebangkitan kesadaran, 
terutama di kalangan gene-
rasi muda, untuk mengisi 
pembangunan bangsa dan 
negara,” tegas Prof Rajindra.

Menurutnya, mahasiswa 
sebagai bagian dari generasi 
penerus bangsa memiliki 
tanggung jawab besar dalam 
menentukan arah masa de-
pan Indonesia. Karena itu, 
semangat perjuangan yang 
diwariskan para pemuda 
pada 1928 perlu diwujudkan 
melalui tindakan nyata.

Prof Rajindra berharap 
mahasiswa tidak hanya 
memahami nilai sejarah 
Sumpah Pemuda, tetapi 
juga mampu mengimple-
mentasikan semangat per-

satuan, perjuangan, dan 
pengabdian dalam kehidu-
pan sehari-hari. “Mahasiswa 
harus mampu mengambil 
peran dalam pembangunan. 
Caranya dengan belajar 
sungguh-sungguh, mening-
katkan kompetensi, men-
gembangkan kreativitas, ser-
ta memberikan kontribusi 
nyata bagi masyarakat,” 
ujarnya.

Ia menambahkan, genera-
si muda saat ini menghadapi 
tantangan yang semakin 
kompleks seiring perkem-
bangan teknologi dan pe-
rubahan sosial. Kondisi ter-
sebut menuntut pemuda un-
tuk memiliki karakter kuat, 
berpikir kritis, kreatif, serta 
mampu beradaptasi dengan 
perkembangan zaman.

Menurut Prof Rajindra, 
semangat patriotisme, kegi-
gihan, dan solidaritas harus 
menjadi landasan bagi ma-
hasiswa untuk terus ber-
karya dan menjawab ber-
bagai persoalan di tengah 
masyarakat.

Peringatan Sumpah Pe-
muda juga menjadi pengin-
gat pentingnya menjaga per-
satuan di tengah keberaga-
man suku, agama, budaya, 

Rajindra

SEMANGAT SUMPAH PEMUDA 

Rektor Unismuh Palu Dorong Pemuda Berkarya untuk Bangsa
SULTENG RAYA- Rektor Universitas 
Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Prof. Dr. 
H. Rajindra, SE., MM berharap peringatan 
Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober 
2026 menjadi momentum untuk memperkuat 
persatuan sekaligus meneguhkan peran ge-
nerasi muda dalam pembangunan bangsa.

dan pandangan. Nilai-nilai 
tersebut merupakan modal 
penting dalam memperkuat 
kehidupan berbangsa dan 
bernegara.

Ia berharap, momentum 
Sumpah Pemuda ke-98 
dapat mendorong generasi 
muda, khususnya maha-
siswa Unismuh Palu, un-

tuk meningkatkan kualitas 
diri dan mengambil bagian 
dalam pembangunan na-
sional.

“Semangat Sumpah Pe-

muda harus kita wujudkan 
melalui karya, prestasi, dan 
pengabdian. Generasi muda 
harus menjadi bagian dari 
solusi bagi bangsa, sehing-

ga mampu berkontribusi 
dalam mewujudkan Indone-
sia yang maju dan berdaya 
saing menuju Indonesia 
Emas 2045,” tutupnya. ENG

SULTENG RAYA- Ketua 
Tim Penggerak (TP) PKK 
Kota Palu, Diah Puspita, 
menegaskan pentingnya 
pendidikan karakter dalam 
membentuk generasi unggul 
yang tidak hanya cerdas 
secara akademik, tetapi juga 
memiliki kepribadian dan 
nilai moral yang kuat.

Hal tersebut disampai-
kannya saat menghadiri 
Konferensi Kerja (Konker) 
I Persatuan Guru Republik 
Indonesia (PGRI) Kota Palu 
Tahun 2026 di Hotel Sutan 
Raja, Senin (26/10/2026).

Konferensi yang mengus-
ung tema “Transformasi 
PGRI Menuju Indonesia 
Emas, Mencetak Guru Ber-
mutu Mewujudkan Generasi 
Unggul” tersebut dihadiri 
para kepala sekolah, guru, 
tenaga kependidikan, dan 
peserta konferensi lainnya.

Dalam sambutannya, Ke-
tua Diah mengaku senang 
dapat hadir di tengah para 
pendidik. 

Sebagai Bunda Guru Kota 
Palu, ia menyatakan kesia-
pannya untuk terus terlibat 
dalam berbagai kegiatan 
yang berkaitan dengan pen-
gembangan pendidikan dan 
peningkatan kualitas guru.

“Saya dengan senang hati 

menerima undangan kegi-
atan hari ini karena dalam 
hal ini saya juga Bunda 
Guru. Pak Ketua, ke depan 
apabila ada kegiatan-kegi-
atan terkait guru, mohon 
saya selalu dilibatkan. Bagi 
saya, hadir dalam seminar 
maupun kegiatan guru se-
perti ini adalah kesempatan 
untuk menambah ilmu,” 
ungkapnya.

Bunda Diah menjelaskan, 
pengetahuan yang dipero-
leh melalui berbagai forum 
pendidikan dapat menjadi 
bekal untuk berinteraksi 
dengan masyarakat sekali-
gus menyebarluaskan wa-
wasan yang bermanfaat bagi 
peningkatan mutu pendidi-
kan di Kota Palu.

Bunda menilai, guru me-
miliki tanggung jawab besar 
dalam menyiapkan sumber 
daya manusia yang mampu 
menghadapi perkembangan 
zaman. 

Karena itu, proses pen-
didikan perlu diarahkan 
untuk melahirkan generasi 
yang cerdas, berkarakter, 
kreatif, inovatif, dan mampu 
berkompetisi secara global.

“Manusia yang berkua-
litas adalah manusia yang 
cerdas, berkarakter, berin-
ovasi, dan mampu bersaing 

di tingkat global. Kita semua 
menyadari bahwa guru me-
miliki peran strategis dalam 
membentuk sumber daya 
manusia yang berkualitas,” 
tutur bunda.

Lebih jauh, Bunda Diah 
menekankan bahwa pendi-
dikan karakter harus men-
jadi perhatian utama sejak 
anak berada pada usia dini. 

Menurut bunda, kecer-
dasan akademik perlu ber-
jalan seiring dengan pem-
bentukan sikap, perilaku, 
dan nilai-nilai positif yang 
menjadi bekal anak dalam 
kehidupan bermasyarakat.

“Sebagai Bunda Guru, 
saya tidak hanya ingin me-
lihat anak-anak kita ber-
prestasi atau cerdas secara 
akademik. Bagi saya, pen-
didikan karakter adalah no-
mor satu, di atas segalanya,” 
tegasnya.

Melalui pelaksanaan Kon-
ker I ini, PGRI Kota Palu 
diharapkan semakin solid 
dalam memperjuangkan 
aspirasi guru, meningkat-
kan profesionalisme tenaga 
pendidik, serta memperkuat 
kontribusi organisasi dalam 
mewujudkan pendidikan 
bermutu dan generasi ung-
gul menuju Indonesia Emas. 
ABS

PEMBUKAAN Konker I oleh PGRI Palu, Senin (26/10/2026). FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK

PGRI Palu Gelar Konker I

SUASANA pelaksanaan Museum Goes to Campus di Aula FKIP, Senin (26/10/2026). FOTO: RIYAN UNTAD

Perdana Sejak 1978, 
Museum Goes to Campus 
Digelar di Aula FKIP Untad

Agenda tersebut mengha-
dirkan narasumber Kepala 
UPT Museum dan Taman 
Budaya Sulteng Dr. Rim, 
M.Hum., Dekan FKIP Dr. 
Jamaludin, M.Si., serta Koor-
dinator Program Studi Pen-
didikan Sejarah Dr. Hasan, 
M.Hum. Dekan FKIP Dr. 
Jamaludin, M.Si., membe-

rikan apresiasi tinggi atas 
inisiatif penyelenggaraan 
program ini dan menyam-
paikan penghargaan karena 
kegiatan ini menjadi momen 
bersejarah sejak berdirinya 
museum.

"Keberadaan museum 
sangat penting bagi ling-
kungan FKIP. Salah satu 

SULTENG RAYA - UPT Museum dan Ta-
man Budaya Provinsi Sulawesi Tengah 
bekerja sama dengan Program Studi Pen-
didikan Sejarah FKIP Universitas Tadulako 
menyelenggarakan kegiatan Museum Goes 
to Campus di Aula FKIP, Senin (26/10/2026). 
Kegiatan berupa kuliah umum yang diikuti 
dosen dan mahasiswa ini merupakan pro-
gram perdana yang dilaksanakan sejak muse-
um didirikan pada tahun 1978.

bentuk peran nyatanya ter-
lihat dari kontribusi dalam 
mendukung penyelesaian 
studi mahasiswa, di mana 
banyak mahasiswa kami 
yang melakukan peneliti-
an dan penyelesaian tugas 
akhir di museum," ungkap 
Dr. Jamaludin.

Sementara itu, Koordi-
nator Program Studi Pen-
didikan Sejarah Dr. Hasan, 
M.Hum., menyampaikan 
bahwa kolaborasi ini men-
jadi sarana strategis untuk 
memperkuat pemahaman 
sejarah secara praktis di luar 
ruang kelas.

"Kegiatan ini menjadi ru-
ang pembuktian bahwa mu-
seum dan dunia akademik 
harus terus berjalan ber-
dampingan. Kami berharap 
sinergi antara program studi 
dan pihak museum dapat 

terus diperkuat guna men-
dukung peningkatan literasi 
sejarah para mahasiswa," 
ujar Dr. Hasan.

Pada kesempatan yang 
sama, Kepala UPT Muse-
um dan Taman Budaya 
Sulteng Dr. Rim, M.Hum., 
menegaskan komitmennya 
untuk membawa museum 
lebih dekat kepada kalangan 
akademisi.

"Program Museum Goes 
to Campus ini dirancang 
untuk mendekatkan nilai-ni-
lai sejarah dan kebudayaan 
kepada generasi muda, khu-
susnya mahasiswa. Melalui 
program perdana ini, kami 
berharap dapat mendorong 
keterlibatan aktif mahasiswa 
dalam menjaga serta me-
lestarikan warisan budaya 
daerah Sulawesi Tengah," 
kata Dr. Rim. *ENG


